RBUPATI INDRAGLIEI HULU
PROVINSI RIAU

PERATLRAN DATRAIT KABUPATEN INDREAGHR] HULU
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TENTANG
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Menimbang:
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DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATT INDRAGIRI HULU,

. bahwa dalam wangka penyvelengzaraan tata kelola

Pernetintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan
sistem pengelolaan keuangan daerah sccara efektf dan
ofisien herdasarkan prinsip transparansi, alkuntabililas,
dan parlisipatif;

.bahwa pengaturan mengens pokok-pokok pengelolaan

keunngan dacrah di Kabupaten Indragiri Hulue diperlukan
untul melaksanalkan ketentuan Pasal 100 Peraturan
Pemerintah Notnor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangsn Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

_hahwa pengaluran mengenai pengelolasn keuangan

daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaien
Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2005 fentang Paolkaolk-
Fokok Pengelolaan Keusngan Daerah scbagaimana telah
diuhah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trdragir
Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Womar 19 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesual
dengan  perkembangan  kebijakan  dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

balwa berdasarkan pertimbangsn schagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan hural ¢ perlu menstapkan
Peraluran Dacrah  tentang  Polkok-Fokole Pengelolasn
Keuangan Daeraby




Mengingal :

2,

)

Paszal |8 avat (B) Undang-Undang Dasar Negars
Eepubhk Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1956 tentang
Pembentukan Daerch  Otonom  Kebupaten  dalam
lingkungan Dacrah Propinsi  Sumalera  Tengah
(Lemnbarem Negara Republik Tahwan 1956 Nomor 25,
sebhagaimana  telah diwbah dengan Undanp-Undang
Nomor & Talhun 1965 tentang Pembenlukan Dasrah
Tingkal [l Indcragini Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Permbantukan
Duerah Olonom Kabupsten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengsh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Repubbk Indonesia Nomor 2754);

LUndeng-Undang Nomor [7 Tahun 2003 tentang
Heuangan Negara (Lermmbwran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4.486(;

Undeng-Undang Nomor 23 Tshun 2014 rentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587 acbagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerahl  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indorwesia Nomor S673);
Undaneg-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenfang
IHIubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambehan Lemhbaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keouwangan Daerah [Tembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menler Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
ontang Pembentulkan Produk Hulkum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peramiran Menferi
Dalam Negetd Nomor 120 Tahun 20108 tentang
Perubahan Atas Persturan Menterd Dalam  Negeri
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentulkan Produlk
Hukum Daersh [Berita Negara Republik Indonesis
Tabun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabman 2020
teniang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
REABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN EEUANGAN DAERAH.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Fa=al 1

Dalam Peraluran Daerah ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalsh Kabupaten Indragi=i Hulu.

2,  DPemerintahan Dacrah adalab penyelenggarasn Urusan Pemerntahan
olch Pemerintah Daerah dan Dewsan Perwskilan Rakyal Dacrah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otonomi scluas-luasnyva dalam sistom dan prinsip Negara Kesaman
Eepublik Indenesia sehagaimana dimaksvud dalam Undang-Undang
Dasar Negars Hepublik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemeriniaben  Dacrah  yang memimpin  pelaksanaan  Urusan
FPemernintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

4.  Bupat adalah Bupati Indragiri Hulu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya hsingkat DPRD
adalah lembags perwakilan rakyat Daerah vang borkeodudukan
sebagal unswr penyelenggara Pemerintahan Dacralr.

6.  Keuangan Dacrah adalah scmua hak den kewajiban Daersh dalam
rangka penyvelenggaraan Pemerintahan Dacrah vang dapat dinilad
dengan ueng scrta scgala benmtuk keckayaan vanp dapat dijadikan
milik Dacrah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangen Daecrah adalah kescluruhan kegiatan vang
melipuli perencansan, penganggaran, pelaksanaan, penaly usahaan,
pelaporan, pertanggungjuwaban, dan penpawsasan Keuangan Dacrah.

8.  Anggaran Pendapatan den Belanja Negara yang sclanfutnya dhsimghkat
AFBN adalah rencana kevangen tahunan Pemerintah Pusar yang
ditetapkan dengan undang-undang,

2. Anggaran Pendapatsn dan Helanja Daersh yang selanjuinya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Darerah vang ditetapkan
dengan peraturan dacrah.

10. Penerimusn Daerah adalah uang vang masuk ke kas Dacrah.

11. Pengeluaran Daerah adalah uang vang keluar dari kas Dacrah.

12. Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daersh vang diakui scbagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

13. Dana Transfor Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan scsuai dengan kewenangan Dacrah
guna mendanai  kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksansan
desentralisasi,
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Dana Transfer Khusus adalah dana vang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah dengan tujnan untuk membanty mendanad kegiatan
khusus, baik fistk meaupun non fisik ¥ang merupakan urusan
Daerah.

Dana Bagl Hasil yang selanjutnya disingket DBH adalah dana vang
bersumber darl pendapatan tertenta APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan
mijuan mengurangi ketimpangsn kemampuan kcuangan  antara
Pemerintah Pusat dan Dasrah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnyva disingkat DAU adalah dana
yvang bersumber dari pendapatan APBN wvang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar-Dacrsh  unmik
mendanai  kebutuhan  Daerah dalam rangka  pelaksanasn
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus vang selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yung bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengun tujuan untuk membantu mendanai Keglatan
khusus vang merupakan Urusan Pemerinlahan vang menjadi
kewenangan Dacrah.

Belanja Daersh adalah semus kewnjiban Pemerintsh Dacrah vang
diadeul sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
dnggaran yvang herkenaan.

Pembiayaan adalah seliap penerimaan yang porlu dibayvar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diteritna kembali, baik pada tahun
angearan yang berkenasn maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pirgaman Daerah adalah semua transaksi yang mengalkibatlkan
Daersh menerima sejumlah wang atau menerima manfaat yang
borntlal vang dari pibak lwin schingga Daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Uteng Dacrah yang selanjutnya disebu!l Utang adalah jumlah uailg
vang wsjib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau  kewajiban
Femerintah Dacrah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanijian, atau berdasarkan sebab
lainmiya yvang sah.

Pemberiun Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah
Dracrah pada Pemerintah Pusat, Pemerintash Daerah lainnys, Badan
Layanan Umum Dacrah milik Pemerintah Deerah lainnya, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperssi, dan
masyuarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

Dana Cadangen adalah dana vang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan ssrana Daerah yang tidak
dapsai dibebankan dalam 1 (satu) tashun anggaran,

Beban adalah penurunsn manfaat ekonomi atau polensi jasa dalam
pericde pelaporan vang menurunkan ekoritss atau nila kekayaan
bersih yang dapat berupa pengeluarsn atau konsumsi asct atau
timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJIMD adsalah dokumen perencanaan Dacrah uniuk
periode 5 (ma) tahun,

Rencana embangunan Tahunan Dacrah vang selanjutnya disebut
Rencans kerja Pemerintah Daersh dan yang selsniumyva disingkat
REPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (sam)
tohun.
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Kebjukan Umum APBD vang selanjuinys disingkat KUA adalah
dokumen yang memual kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
Fembigyaian serta asumsi yang mendasarinya untuk perode 1 (satu)
tahun.

Privritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjutnya disinglat
FPPAE adalah Program prioritas dan betss meksimal anpggeran veng
diberikan kepada perangkat Daerah unluk sctiap Program dan
Kegialan sebagal acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrad,

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat
rencany pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen vang memiat
rencana  pendapaian,  belanja, dan Pembiavaan SKPD yang
melaksanakan [ungsi Bendabara Umum Dacrah vang digunakan
schagal dasar penvusunan rancangan APRT,

Kerangka Pengeluaran  Jangka Menengah adalah  pendekatan
pengangearan berdoasarken  kebijakan denpsn pengaumbilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari 1 [sami) 1shun anggaran dan mempertimbangkan implikasi
biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya
yang dituangkan dalarn prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi 1 {satu) atan
lcbih Kegiatan vang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Dacrah atau masyvarakat yvang dikoordinasikan oleh Pemerintah
Dagrali unluk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan olch 1 {satu)
atau bebcrapa Satuan Kerja Perangkat Daerah scbagai bapian dard
pencapaian Sasaran terukur pada sualu Program dan terdiri dari
sckumpulan tindakan pengershan sumber daya baik yung berupa
personil atau sumber daya manusia, barang modal  lermasuk
perajatan dan teknologi, dans, atau kombinasi dard beberapa atau
semua  jemis  sumber dava terscbut, sebagei masukan untuk
menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan vang dianggerksn dan
dilakesanakan vntuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran vang
pekegaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamalk.

Keluaran adalah barang alnu jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan vang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan
Progrom dan kebijakan.

Masil adalah segals sesuatu yang tencorminkan berfungsinva
Keluaran dan Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau
Keluaran yang diharaphan dar suat Kegiatan,

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan vang akan
alau telah dicapai schubungan dengan penggunaan angearan dengun
lmantitas dan kualitas vang terukur.

Kag Umum Daerah adalsh tempat penvimpanan uang Dacrah vang
ditentukan oleh Bupat untuk menampung seluruh  Penerimaan
Daerah dan membayar scluruh Pengelusran Daerah.

Rekering Kas Umum Daerah adalah rekening empal penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan ocleh Bupati untuk mensmpung
scluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengehlaran
Daerah pada bank yvang ditctapkan.
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Dokumen l'claksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalsh dokumen vang mermuat
pendapatan  dan  belanja SKPD  atau  dokumen yang memuat
pendapatan, belanju, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanaksn
Mungsi Bendahars Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Surat Penyediaan Dana wyang selunjuinya disingkal SPD adalsh
dokumen yang menyatakan tersedianyva dana  scbagai  dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanasan APBD.
Surat Perminiaan Pembayaran yang sclanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang digunaken untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

Uung Persediaan yang sclanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kega dalam jumlah tertentu vang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membilayai Kegiatan operasional pada Satisn
Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/ateu untuk membioyai pengeluaran vang menurut sifat dan
fjuannya tidak mungkin dilalukan melalui mekanisme Pembayaran
Langsung.

Pembayaran Langsung yang sclanjumve disingkst LS adalah
Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran, penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, sursi Lugas, dan/atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar
Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
tambahan uang muke yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembaniu untuk membiayai
pengeluaran atas pelaksanasan APBD yang tdal culoup didoned darn
uang peraediaan dengan batas walcta dalam 1 (satu) bulan,

Surat DPerintabh Membayar vang selanjulnva disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan uniuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen vang digurmakan untuk penerbitan Surat Perintsh
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA  SKPD  yang
dipergunaksan schagai UP untuk mendanai Kegiatar.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Perscdiaan vang selanjutnva
disingkat SPM-GU adalah  dokumen yang  disunakan untuk
penerbitan Hurat Perintah Pencairan Dana ates Beban pongeluaran
DPA BKEFD yung dananya diperguinskan untuk mengganti UP yang
telah dibclanjakan.

Jurat Perintah Membayar TU yang sclanjutnya disinglat SPM-TU
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas DBeban pengeluaran DPA  SKPD, karena
kebutuhan  dananya  tidalkk dopul  mengeunakan Pembayaran
Langaung dan Uang Persediaan,

surat Perintah Membayar Langsung vang selanjutnya disebut SPM-
L3 adalah dokumen yang diguneksen untuk penerbitan  Surat
Perintah 'encairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepadsa
pihiek ketiga,

Surat Periniah Pencairan Dana yang selanjutnys disingkat SP2D
adalah dokumen vang disunakan sebagai dasar pencairan dana atas
Beban APBD.
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Barang Milik Daerah yang sclanjurnyva disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh aras Beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnys yang sah.

Bisa Lebih Perbilungan Anggaran yang sclanjurnva dischut SiLPA
adalah selisih Tebih realisasi penerimasn dan penpgeluarun anggaran
sclama 1 {salu) periode anggaran,

Prutang Daerah adalah jumlah wsng yang wajib dibayar kepads
Pemnerintah Daerah dan/atau hak Pemerinlah Daerah vang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnva
berdasarkun ketonruan peraturan perundang-undangan atayu akibat
lainnya vang sah.

Peraturan Daerah vang sclanjurnya disebut Perda adalah Perda
Kabupaten Indragiri Hulua

Peraturan Bupati adalah Peraiuran Bupati Indragiri Hulu.

Urusan Pemerintahan adslah  kekusassan  pemerintahasn yang
menjadl kewenangan Presiden yang pelaksanasannya dilakukan oleh
kementerian negara den penvelengsara Pernerintahan Daerah unluk
melindungi, melavani, memberdayakan, dan  menycjahterakan
masyarakat.

Utusan Femerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan vang wajib
disclenggarakan oleh Daersh,

- Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang

wajib disclenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi vang
dimiliki Daerah,

Pelayanan Dasar adalabh pelavanan publik untuk  memenuhi
kebutuhan dasar wargs negara.

Slandar Pelayanan Minimal adalah ketentusn mengenai jenis dan
vty Pelayanan Dasar yang merapaken Urasan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap warga negara secars minimal.

Badan Layanan Umum Daersh yang selanjulnys disingkat BLUD
udalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat (dacrah
atau Umt Batuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja
Perangka! Dacrah dalam memberikan pelayaran kepada masyarakar
yang mempunyal fleksibilitas dalam pola pengelolaan kcuansan
uebagal pengecualian dari ketentuan Pengelolasn Kevangan Dacrah
pada umumnya.

SJatuan Kerja Perangkal Daersh yang selanjurnya disinglkat SKPD
adalah unsur Perangkeat Daerah pada Pemerintah Dacrah vang
melaksanslan Urusan Pemerintahan Dacrah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang sclanjutnya disingkat
SKPKT)  adalah unsur penunjang Urosan  Pemcrintohoan  pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Mengelolaan Keuangan
Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
bebeorapa Program.

Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkal PA adalah pecjabat
pemegang kewenangan penggunsan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan tungsi SKPD vang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalsh pejabat vang diberi
kuasa uvntuk melaksanakan scehapian kewenanpsn PA  dalam
melaksanalan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemcrintah Daerah vang selanjutnya disingkal TAPD
adalah tim yang Lertugas menylapkan dan melaksanakan kebijakan
Bupat dalam rangla penyusunan APBL,
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnys disinglcar PPET
adalah kepala SKPKD yang mempunvai itugas mclaksanakan
pengelolasn APBD dan bertindak scbagai Bendahara Umurm Daersh,
Bendahara Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPED vang bertindak dalarn kapasitas ssbapsi BUD,

Kuasa BUD adelah pojabat vang diber kuasa untok melaksanakan
Lugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yvang sclanjutnva disingkat PPTK
adalah pcjabat pads SKPD ataun Unil SKPD vang melaksanakan I
(s=iu) atau beberapa Kepiatan dari suatu Program sesuai dengan
bidang tugasnya.

P'ejabal Penatausahasn Keuangan Satuan Kerju Perangkat Daerah
¥vang sclanjuinya  disingkat PPK SKPD  adalah  pejabat  yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pads SKI'D.

Bendahars  Penerimaan  adalah  pejubat vang  ditunjuk  untuk
MEencrima, menyimpsan, menyetorkan, menatansahalkan, dan
memportanggungewablkan vang Pendapatan Daerah dalam ranska
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat vang ditunjuk menedma,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mimpertanggungjawabkan uang untuk kcperluan Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Aparatur SBipil Negara yang selanjutnya disingkatl Pegawad
ABN adalabh Pegawai Negeri Sipil dan pegawal pemerintah dengan
perjunjian kerja yvang diangkat nleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabalan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya  dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Badan Usaha Mililkk Daerah yang selanjutnye disinglat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh alau schagian besar modalnya dimiliki
vleh Pemerintah Daerah,

Anggaran Kas adalab perldraan arus kas masuk vang bersumber dari
penerimaan dan perkitesn  arus kas kelusr untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanasn APBD
dalam setiap periode.

Slandar Akuntansi Pemerintahan yang selanjulnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi vang diterapkan dalam MenyLUSUH
dan menyajikan laporan keuangan pemecrintah,

Kebijokan Akuntansi Pemesintah Dacrah  adalah prinsip-prinsip,
dasar-daszar, kunvensi-konvensi, aturan-siuran dan prakuk-praktik
spesifik vang dipilin oleh Pemerintah Daerah sebagai pedeman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemeriniah Daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, anlar periodc maupun anlar entitas,

Sistcm Abkuntansi Pemerintsh Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penvelensgara,
peralatan  dan clemen lain uniuk mewujudkan fungsi akuniansi
scjak analisis transaksi sampai dengan pelaporsn kouangan di
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

Bagan Akun Standar vang selanjuinya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
sccara sistematis sebagal pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Har adalah har kerja,




Fasal 2

Ruang lmgkup pengaiuran pengelolaan Keusngan Daerab dulam
Peraturan Dacrah inl meliputi;

Ly
i

o,
d.
£,

f.

=
h:

i.
i
k
.
I

k.,

pengelola Kevangan Daerah;

APRLY,

penvusunan rancangan APBD:

penefapan APBL:

pelaksanasan dan penatausaheaan,

laporan realisasi semester perluma APBD dan perubahan
APTIN,

akuntansi dan pelaporan keusngan Pemerintah Daerah;
pEnyusunan rancangan pertanggungipweban  pelaksanaan
APBD;

keksyvaan Daerah dan utang Daersh:

badan lavanan umum Daerah;

penyelesmian kerugian Keuangan Lacrah;

informasi Keuangan Dasrah: dan

pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Ketsngan Dacrah melipu:

a.

B

(1)

(2]

(3)

hak Pemernintah Daersh untuk memungut pajalk Dacrah dan
retribusi Dacrah serta melakukan pinjaman;

kewajiban Pemerinlah Dacrah untul menvelengraralean urusan
pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Dacrah;

Pengoluaran Daerah;

Kekayaan Dacrah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa vang, surat berharga, piutang, barang, seria hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayvaan Daerah vang
dipisahkan; dan /atan

Kekayaan Pihalk Lain yvang dikuasai oleh Pemerintalhh Daerah
dalam rangka peayelengenrasan tugas Pemerinitahan  Dacrah
dan/atan kepenlingan wwmum.

Pasal =

Pengelolaan Keuangan Dacrah dilukukan secara tertih, efisicn,
ckonomis, efektil, transparan, dan berlanpggung jawab dengan
memperhatikan  rasa  keadilan, kepatutan, manfaat untuk
masyaraliat, serta fesl pudas ketentuan peratursn porundang
undangan.

Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dwujudkan dalam APBD.

APBD schagawimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar
bagi Pernerintah Daerabh untuk melakulkan Penerimasn dan
Pengeluaran Daerah.




(1)

(2)

3]

BABTI
PENGELOLA KEUANGAN DAERAIL

Bagian Kesatu
Pemegang hekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fasal 5

Bupsti selaln  pemegang kcluasaan Pengelolaan Keusngan
Daersh dun mewakili Permnerintah Daerab dalam kepemilikan
kekayaan Dacrah vang dipisahlkan.

Pemegang kelkuasaan Pengelolasn Keuangan Daerah

schagaimans dimaksud pada ayat (1) mempunysi kewenangan:

4. menyusun Rancangan Perda tontang APBD, Rancangan
Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancanpgsn Ferda
lentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b.  mengajukan Rancangsn Perda tentang APBD, Hancangan
Perda temtang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama:

c. menectapkan Perda tentang APBD, Runcangan Perda tentang
Perubahan APBD, den Rancangan Perda tentang
Perlangmungjawaban  Pelaksanaan APBD vang  telah
mendapat persetujuan bersama DPRD:

d. menetapkan  kebijakan  terkait  Pengelolann  Keuangan
Daerah;

e. mengambil tindaksn tertentu dalam kesdsan mendesak
terkait.  Pungelolaan  Keuangan Daersh  vang  sangat
dibutuhkan aleh Dacrah danfatsu masyarakat:

I.  menctapkan kebijakan pongelolaan APRD:

g. menetaplkan KPA:

h, menetapkan Bendahara Penerimasn  dan  Bendahara
Pengelnaran;

1. menetapkan pejabat yvang bertugas melakukan pemungulen
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah;

j. menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengelolaan
Utang dan Piutang Daerah;

k. menclapkan pejabar vang bertugas melakukan pengujian
alag  tagihan dan memerintahkan pembavaran;

l.  menetapkan pcjabat lminnys dalam rangka Pengelolaan
keuangan Dacrah sesuai peraiuran perundang-undangan;
dan

m. mclaksanakan kewenangan lain sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekussaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dupaiu melimpahkan sebagian  atau scluruh
kekuasaannya yang bcorupa perencanasn, penganggaran,
pelaksanaan, penstausahaan, pelaporan dan

pertanggungawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkst Dacral.




{#) DPejabat Perangkat Dacrah sebagaimuna dimsksud pada aval (3)

terdiri atas:

d. Sckretaris Daerah sclaku koordinator Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

b. Kepala S8KPKD selaku PPKD; dan

c. Kepala BEKPD sclalon PAL

(3] Pelimpahan scbagian atau  seluruh kekuasaan  sebagaimana

dimaksud pada ayaet (3) didasarkan pads prinsip pcmisahan
kewenungan  antara  yang memerintabkan, menguji, dan
(menerimd, arau mengeluarkan uang.

(6] Peclimpahan kekusgaan sebagaimana dimaksud pada avat (3

(1

(<

ditetapkan dengan Kepulusan Bupari.
Pasal &

Bupati sclaku wakil Pemeriniah Dacrah dalam  kepemilikkan
kekayaan Dacrab vang dipisahkan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) berkedudukan schagai pemilik modal pada
porusahaan umum Dacrah atau pemegsng saham pada persercan
Diaerah.

Heterhuan mengena Bupat! sclaky wakil Pemerintah Daerab dalans
kepemilikan  kekayaan Dacrah  yang dlplSEthi‘l sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan scsual dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pa=sal 7

(1] Sekretans Daerah selsku koordinator Pengelolasn Keuangan

Dacrah sebugaimana dimaksud pada Pasal 5 avat (4] hurmif s

mempunysai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuunpgan Dacral;

b koordinasi dibidang penyusunsn rancangan APRD, rancangan
perubahan APBD, dan  mancangan  pertangsungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. kcordinasi penyispan pedoman pelaksanazn APRD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD:

e. koordinasi pclaksanaan tuges lsinnys dibidang Pengelolaan
Keuvangan Daerah sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan: dan

f. memimpin TAPD,

(2] Dalam melaksanakan lugasnya scbagaimana dimeksud pada

ayat (1), koordinator Pengelolann Keusngan Dacrah bortangsang
stwat: kepada Bupati.




(1]

(2)

(1)
(£}

(=)

Dagian Kotiga
Pejabat Pengelola Kenangan Daerah

Pasal 8

Kepela SKPED selaku PIPHD mempunyal tugas:

il.

b.

d.
e.

menyusun . dan molaksanakan  kebijakan  Pengelolaan
Keuvangan Dacrah;

menyusun Rancangan Perda lentang APBD, Rancenean Perda
tcntang Perubahan APBD, dan Rancongan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksansan APBD:

. melaksanakan pemungutan Penduapatan Daerah vang telah

diatur dalam Porda;

melaksanakan fungsi BUD: dan

melaksanakan tugss  lainnya sesuai dengan keteniusn
Peraturan Perundang-undangan.

PPED dalam mclaksanakan lungsinya selaku DUD scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d berwenang:

rO gD

| o

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:
mengesahkan DPA SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk 1eknis pelaksanaan sistem penerimaar
dah pengeluaran kas Daergh;

meclaksanakan pemungutan pajuk Dacrah:

menetapkan SPD;

menyiapkan pclaksanasn pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Dasrah;

. melaksandkan sistem aluntansi dan pelaporan Keuangan

Daerah;

menyajikan informasi keuangan Daerah; dan

melakuksm pencatatarr  dan pengesahsn  dalsm hal
Penerimaan Diaerah  dan  Pengelusran  Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan, tidak dilakukan
melalii rekening kas umum Dacrabh.

Pasal O

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di linpkungan SKIPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan kepurtusan Bupati.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyai
Lzgrees:

a.

menyiapkan Angsaran Kas;

b. menyiapkan SPD;
| Ll
d. memantau pelaksanaan penerimasn dan pengehiaran APBD

mencroitkian SP20;

olech bank danfatau lembaga keuangan lainnya vang telah
dimanjulk;

mengusahakan dan mengatur  dana vang  diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

menyimpan uang Daergh;




g, melaksanalkan poncmparan uang Dacrah dan
mengelola/menatausahakan investasi:

h. melakukan pembayaran berdosarkan permintasn PA/KPA
alas Bebhan APBD:

. melaksanakan Pemberian  Pinjaman Deergh  atas nama
Pemerintabh Daerah;

J- melakukan pengelolasn Utang dan Pimang Daerah; dan

k. melakulcan penagihan Piutang Daerah,

(4] Euasa BUD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlanggung
Jawab kepada PPED selaloa RUT.

Pasal 10

Bupati atas usul BUD dapat menctapkan lebih darl 1 (satu) Kuass
BUD di lingkungan SKPKD dengsn pertimbangan hesaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali,

Bagian Kcompal
Pengguna Anggaran

Pasal 11

(1) Kepala SKPD sclaku PA mempunvai tugas:

& menyvusun RREA SKEFPD;

L. menyusun NPA SKPD;

. melalnakan tindalan yang mengakibeiken pengcluaran atas
biban anggaran belanja;

. melaksanakan anggaran SKPD vang dipimpinnysa;

e, melakukan pengujian  ates legihan dan memeriniahkan
pembayvaran;

. meclaksanakan permungutan retribusi Daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihalk lain
dalam batas anggaran yvang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola Urang dan Piutang Daerah yarng menjadi tanggung
jawab SKPD vang Jdipimpinnya;

J- memnyusun dan menyampaikan laporan kevsngasn SKPD vang
dipimpinnys;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK SKPT:

m. menctapkan pejabat lainnya dalam SKPD yvang dipimpinnya
dalam rangka Pengelolaan Kcuangan Daerabi: dan

rn. melaksanakan togas  lainnya  sesuai dengan  ketentuan
peraiuran perandang-undangan.,

{2] PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
schagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupali melalui
sekretaris Daerah,




(3)

(<)

Bagian Kelina
Kuass Pengguna Anggoran

Pasal 12

P'A capat melimpahkan schagian kewenangannya kepads kepala

Unit 8KPD selaky KP4,

Pelimpahan kewenangan sebagsimana dimaksud pada avat (1)

berdesarkan pertimbangan bessran angesran kegiatan, Jokasi,

dan/atau rentang kendali.

Felimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilelapikan olch Bupali atas usul kepala SKPD,

Pelimpahan kewenangsn schagaimsna dimaksud pada ayac (1)

meliput:

a. melakukan tindaken yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja:

b. melalksanskan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnys;

¢. melakukan pengujisn  atas tagihan dan  memerintahlan
pembayaran;

d. mengsdakan ikatan/perjanjian kerja sama dengsn pihak lain
dalam batas angegaran yanyg telah ditctapkan;

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah:

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi langgung
jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketenluan
peraturan perundang-undangarn,

Dalam melaksanakan kewenanpgan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) KPA bertanggung jawab kepadsa PA,

Bagian Kccnam
Pejabat Pelaksans Teknis Kegiatan
=atuan Kernja Perangkat Daerah

Paszal 13

PA/KPA dalam melsksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Tmit SKPD selalou PPTE.

PPTK sebagaimana dimaksud pads ayat (1) bertugas membantu
tugas dan wewenuang PAJ/KPA.

Dalam  melaksanakan tugas dan wewenang schagaimans
dimaksud pada ayat (2), PPTK bertangeung jawsab lecpada
DA/ KPA,

Pa=zal 14

Penetapan PPTK sshagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetensi  jabatan, besaran
anggaran kepiatan, beban kerja, lokasi, rentang  kendali,
dan/atau  pertimbangan objektil  lainnya wvang keiterianva
ditctapkan Bupati.

PI'TK sebagaimana dimaksud pada ayai (1) merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas
dan fungsinya.




(3)

(1]

()

[3}

(1]

<]

Dalarn hal tidak terdapat Pegawai ASN vang menduduki jabatan
strukiural, PA/KPA dapat menctapkan pejabat fungsional umum
selaku PPTR vang kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penaslausahaan kevangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15

kepala SKPD selalu PA menetapkan PPK SKPD sebapaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan

fungsi tata usaha keuangsn pada SKPD.

FFE-SKI'D sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai

Migas dan wowenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UF, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP.L3
beserta buklh kelengkapannya vang disjukan oleh Bendahars
Pengeluaran:

b. menyiapkan SPM;

c. melakuken verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
penenmuan dan bendahara pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi alkuntansi pada SKPD; dan

£, Menyusun laporan keusngan SKPL,

PPE-3KPD scbagaimana dimaksud pada ayart (1) tidak merangkap

sebagui pejabat dan pegawal yvang  bertugas  melakukan

permunguian  pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara

Penetimaan, Bendahara Pengeluararn, dan/qmu PPTE.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahasn Keuangan Unit SKPD

Pazal 16

Dalam hal PA melimpahkan scbhagian kewenangannya kepada
KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2), PA menctapkan PPE 1nit SKPD untuk melaksanakan
fungsi tata usaha Keuangan pada Init SKPD.

PPR Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai

lLlpras:

a. melakuksn  verifikasl 3PP-TU dan SPP-LS boscrta pukt
kelergleapannya yang dinjukan olch Bendahara Pengeluaran
Pembantiy;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SFP-L5  yang digjukan oleh  Bendahara Pengeluaran
Pemmbaniy; dan

¢. melakukan verifikasi laporan pertangsungjawaban Bendaharu
Penerimaan  Pembantu  dan Bendahara  Pengeluaran
Pernbanhg,




(1]

i<

(4]

(1]

(2]

(1)

(2}

Daman Kescmbilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 17

Bupati menectapkan Bendahara Penerimazn untuk
melaksanakan lugas kebendaharaan dalam rangks pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD aclaku BUD.
Bendahara Penerimosn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki lugas dan wewenang mencrima, MENyirnpan, mMenyeinr
ke FRekening Kas Umum  Daerah, menatausghakan, dan
mempertanggungjawabkan Pendapatan Diaerah YANE
diterimanya.

Dalam hal terdapat pembentuken unit organisasi bersifat khusus
seaual  dengan  kelentuan peraturan  perundans-unda NEAT,
Eepala Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat
Ehnsus,

Bendahara unit organisasi bersifal khusus schapaimana pada
ayal (3) diatas memiliki tugas dan wewenang setara dengan
Bendahara Pengeluaran.

Pasal 18

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannva kepada
KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penenmaan
Pembaniu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Pencrimaan Pembantu schagaimana dimaksud pada
ayvat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuni dengan linglup
penugasan yang ditctapkan Bupat.

Paznl 19

Kepala SKPD  alas  usul Bendshars Pencrimaan  dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahars
Penerimaan untuk meningkatkan efektifilas pengelolaan
Pendapatan Daerah.,

Pegawal yang berfugas membantu Bendahara Penerimaan
sebagzimana dimaksud pada avat (1) melakssanslkan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan vang ditctapkan
Kepala SKPD,

Pasal 20

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam  rangks

pelaksanaan anggarsn belsnja pada SKPD.

Beadahara Pengeluaran sebhagaimona dimaksud pada avat (1)

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikoat:

A mengajukan permintaan pembayvaran menggunakan SPP UP,
SFP U, 3PI" TU, dan 8PP L3;

b, menerima dan menvimpan UF, GLI, dan TU;

c. melaksanaksn pembayaran darf UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d, menolak perintah bayar dari PA vang tidak sesuai dengan
kelentuan perataran perundang-undangan;




{3

(4|

(1]

(<]

(3

(4]

¢, mencliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan perranggungiawaban secars administratif

kepada  PA  dan  laporan  portanggungjawaban  secara

[ungsional kepada BUD secara perindike: dan

g memungut dan menyvelorksan pajak sesuai dengan leetentuan
peraturan perandang-undangan.

Dalam hal PA  melimpahkan kewenangannya kepada KPA

schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2),

Bupati atas usul PPKD  menetapkan Bendahara Pengelusran

Pembanta.,

Bendahara Pengeluaran pembaniu schagaimana dimaksud pada

ayal (3) memiliki tugas dan wewenang:

#. mengajukan perminlaan pembavaran menprunalkan SPP TU
dan SPP L3:;

b. menerima  dan  menyvimpan pelimpahan LIP dari
Bendahara Pengeluaran;

¢. menenima dan menyimpan TU dar BULD,;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU vang
dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dar KPA vang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

rmeniclid kelengkapan dokumen pembayaran;

. memungul dan menyetorkan pejek scsuai dengan ketentuan
peraturan perunidang-undangan; dan

h. membuat laporan pertangpungjawsban secara administrarif
kepada KPA  dan  laporan pertangpungjawaban  secara
fungsional kepada Benduharas Penpgeluaran secam periodik.

ma

—

Fagal 21

Kepula  SKPD  atas  usul Bendahara Pengeluaran  dapat
menetapkan pegawal yang bertugas membantu  Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efkiifitas pengelolaan Belanja
Daerah.

Pegawal yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
sehagaimana dimaksud pada avat (1) melaksanakan tugas dan
wewenang sesual dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Kepala SKPD,

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusuos
sesual  dengan  kelentuon  peraturan  perundang-undangan,
kepala dacrah menetapkan bendehara unit organisasi bersifat
khasas,

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki (ugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 22

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

£l.

L.

0

melakukan kegialan perdagangan, pckerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;

bertindak sebagai dan/atau penjamin atas keaiatan, pekerjaan,
pengualan jasa; dan

menyimpan uang pada susly bank atau lembaga keusngan
lainnys atas nama prbadi baik secara langsung maupun tidak
langsung,




Bagian KEesepuluh
TAPD

Fasal 23

(1] Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin cleh Sekretaris Dacrah.

14l TAPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) rerdiri atas Pejabar
Perencana Dacrah, PPKD, dan pejabat lgin  sesuad dengar
kcbutuhan.

(3] TAPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunysi tugas:

a.
.

.

d.

membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Dacrah:
monyusiin dan membahas cancangan KUA arau rancangan
perubahan KTiA;

menyusun dan membahas rancangan PPAS atau FancAaTpan
perubahan PPAS;

melakukan verifikasi RKA-SKED;

membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD,
atau rancangan Pertangsungjawaban APBD:

membabas hasil evaluasi AFPED), Perubahan APBD, atsu
Pertangsunsjawaban APBD,

melakukan  verifikasi  rancangan TDPA  SKPD/ rancurngan
perutahan DPA SKPD:

menyiapkan  surat  eduran  Bupati  tentang  pedoman
penyusinan REA; dan

mclaksanakan tugas lain sesusi dengan keteniuan peraturan
perundang-undangan.

il ‘!I | '




1y

)

(3]

(+)

(3]

5]

(7]

Pasal 25

Semua Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Dacrah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan Daerah sebagaimana dimalesud pads ayat (1) terdind
atos

a. pocndapatan Daerals; dan

b. penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terdird
atas:

8. belanja Dacrah; dan

b. pengeluaran Pembiavaan Dacrah.

Penerimmaan Dacrah yang dianggarkan dalam APBD sehapaimanz
thimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaasn Dacral
vang lerukur secara rasional yang dapai dicapal untuk setiap
sumber Penerimasn Dacrah dan berdasarkan pada ketentuan
perabawran perundeng-undangan,

Fengeluaran  Daerah  vang disgnpegarkan dalam APRD
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) meorupakan rencans
Fengeluaran Daerah sesual dengan kepastian tersedianya dana
alas Pencrimaan Daerah dalam jumlah vang cukup.

Seliap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (3)
hatvs memililka dasar hulnam vang melandasinya.

Seluruh Penerimaan Daersh dan Pengeluaran Daerah
sehagaimana dimaksud pada avat (1) disnggarkan secara bruto
dalam APBD,

Pasal 26

Satuan hitung dalam APBD adalah marta uang nipish.

Pa=zal 27

APRT merupakan dasar Pengelolasn Keusngan Daerah dalam masa 1
[samu] tahun anggaran sesual dengan undang-undang mengensi
kouangan negara.

(1)

(2]

(3)

Bagian Kedus
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 25

APBD mermipakan satu kesatuan yvang terdin atas:

a. pendapatan Daosrah;

b. belanja Dacrah; dan

o pemiMayasn Dasrah.

AFBEI} sebagaimana dimaksud pada ayet (1) diklasifilkasikan
menurut  Urusan Pemcrintaban Dacrahdan Organisasi vang
ditetapkan sesuai  dengan ketentusn  Peraturan Perundang
undangan.

Klasifikasi APBD menurul Urusan Pemerintshsn Daerah dan
Organisasi sebapaimana dimaksud pada ayet (2] disesuailesn
dengan kcbutuhan Daerah berdasarkan letentusn Poraturan
Perundang-undangan.




(1)

(2

(3}

Pazal 22U

Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat
(1) huruf & meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Dacrah yang tidak perlu dibsyvar kembali olch Daerah
daty  penesimasn lainnya yang sesual peraturan  perundang-
uncangan diakui sebagai penambah ekuitas yang mcrupakan
hak Daerah dalam 1 (satu) tahun angparan.,

Beianja Naerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1]
hurmif b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Maerah vang tidak perlu diterima kembali olch Dacrah dan
pengeluaran  lainnya yang sesuai  peraturan  perundang-
undangan diakui sebagai peogurang cluaitas vang merupakan
kewsjiban Dacrah dalam 1 (saf) tahun anggaran.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimalksud dalsm Pasal 28 ayat
(1} huruf ¢ mehputl scmua penerimasn vang perlu dibayar
kembali dan fateu penpelusran yvang akan diterima kembali, haik
pada lahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun
angparan berikutnya,

Bagian Ketiga
Pendapatan Tiaerah

I"azal 30

Pendapatan Daersh dirinei menurut Urusen Pemerintahan Dacrah,
orgenizasi, jonis, obyek, dan rincian obyck Pendapatan Daersh.

Paszal 31

M'endapatan Daerah tordivi atas:

4. pendapatan ash Dacerah;

b, pendapatan transfer; dan

. lain-lain pendapatan Dacrah yvang sah.

(1)

(]

(3]

(4]

Prasal 32

Pendapaian asli daerah sebhagaimans dimalesud dalam Pasal 31
huruf a meliputi:

a. pajak Dacrah;

h. resmibusi Daerahy

©. hasil pengelolaan kekayvaan Dacrah yang dipisahkan: dan

d. lain-lain pendapatan ash Dacrah yang sah.

Pendapatan pejek Dacrah dean retribusi Daerab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) haruf a dan huraf b meliputi pendapatan
seaual dengan ketemluan Peraturan Perundang-undangan vang
mengatur mengenal pajak Daerah dan retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaun Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan
stbagaimana dimesksud pada aval (1) huruf ¢ merupakan
penerimaan Daerah atas hasil penyertasn modal Daerah,
Lain-lain  pendapatan asli Daerah yung sah sebagsimana
dimaksud pada avat (1) huref d terdird atas:

8. hasil penjuslan BMD yang tidak dipisahkan:;




b. hasil pecmanfaatan BMD yvang tidak dipisahkan;

c. hasil kerjza sama daerah;

d. jasa giro;

£. hasil pengelolasan dana bergulir

[ pendapatan bunggz;

£, ponerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan dacrah;

h. penerimaan komisi, potongan, artau henluk o schagal
akibal penjualan, tuksr-menukar, hibah, asuransi, dan/atan
pengadaan barang dan jasa termasuk pencrimsan atau
penerimaan lan scbaga akibat penyimpanan uang pada
banlk, penetimaan dari hasil pemanfaatan barang Dacrah
atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Dacrah;

1. penerimaan keunbungan dan schsih nilal tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

Jo pendapaian dends alas kelerlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

k., pondapatan denda pajak daerah;

1. pendapaian denda retobusi dacrah;

m. pendapatan hasil cksekusi atas jaminan;

n. pendapatan dori pengembatian;

0. pendapatan dari BLUD: dan

p. pendapatan  lainnya sesual dengan  ketenlusn Peralursn
Perundangundangan.

Pasal 33

Pemerintah Dacrah dilarang:

f.

melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yvang
dipersamekan dengen pungutan di luar yang diatar dalam
LUndang-Undang; dan

melakuksan pungutan yang menyebabkan ekonomi biayva tinggl,
menghambat mobilitas penduduk, lals lintas barang dan jess antar
daerah, dan kegiatan ekspor/impor vang merupakan program
strategis nasional.

Pasal 34

(1} Bupati vang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam

(2}

(1)

(€]

Fasal 33, dikenai sanksl administratif sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Hagil pungutan atou yeng discbut nama lainnya sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan selurubnya ke kas
ncgara.

Pasal 35

Pendapatan transfer sebagaimeans dimaksud dalam Pasal 31
huruf b meliputi:

d4. transfcr pemerintah pusat; dan

. trensfer antar-daerah.

Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdin atas;

A, dana perimbangszn;

b. dana insentif daerah;




13]

{1]

(2]

3]

(1)

(<)

(2

. dana otonomi khusus;

d. dana keistimewaan; dan

e, cansa dess,

Iransfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdin atas:

a. pendapdatan bagl hasil; dan

b bantuan keuangan.

Pasal 36

Dana Perimbangan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 35 avat
(2] tnamaf a terdirl aras:

a, dana lrangfer umum.; dan

b. dana Transfer KEhusus.

Dana Transfer Tmum sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
& lerdirl atas

a. DBH; dan

b. DAL

Dana Transfer Khusus schagmimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdin atas:

4. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

Fa=al 37

DBH schapsimana dimaksud dalam Pasal 36 aval (2) hurul a

bersurnber fdar:

a. pajak; dan

b. sumbcr daya alam.

DBH vang bersumber dar pajak sebagaimensa dimaksud pada

ayat (1) hunaf a terdiri atas:

a Pajak Bumi dan Bangunan  scltor  pericbunan,
perlambangan, dan perhulanan;

b, Pajul Penghasilan Pasal 235 dan Pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negen dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan

c. culai hasil tembalkan;

NEH yang bersumber dari sumber dava alam sebagaimana

dimaksud pada aval 1) hural b terdin dan:

a. penerimasn kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha
pemaniaatan hutan, provisi sumber daya butan, dan dana
reboisasi;

b. penerimaan pertambangan toinersl dan balu bara yang

berasal dari penerimaan uran tetap dan penenmaan furan

eksplorast dan iuran eksploitasi;

penenimaan negara darl sumber daya alam pertambangan

minvak bumi;

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas
bumi;

£. penerimaan dari panas bumi; dan

f. penerirnaan penkanan  yang  berasal  dari pungutan
pengusaha pevikanan dan pungutan hasil perikanan.

r




Fasal A8

DAL bersumber dari pendapalan APBN wvang dialokasikan dengan
Tujuan pemerataan kemampusn keuangan antar Daerabh untuk
mendanai  kebutuhan Dacrah  delam  rangke  pelaksanaan
desentralisasi sesual dengan ketenmluan  Permiuran Perundang

LTI ATIZHTL,
Pasal 39

Dana Transfer Khusus schagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1} huruf b bersumber dar APBN vang dielokasikan pada Dacrah
untuk mendanai  kegiatan khusus yang merupakan  Urusan
Pemerinlahan yvang menjadi keweonangan Daerah yang ditetapkean
oleh Pemerintah Pusat  secsual  dengan  kelenluen Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 40

Dana Insentif Duerah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertenty berdasarkan  keiteria tertentun  dengan  Lgusn unmk
memberiltan penghargaan atas perbaikan danjateu pencapaian
kinerja tertentu.

Pasal 41

(1] Danz Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal {2) hurnaf
© bersumber dari APBN vang diperuniukkan begi Desa yang
dittsnsfer melalu  APBD digunakan  untuk  membiaval
penyelenpearaan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyvarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

{2) Dana Desa scbagaimana dimsaksud pada ayal (1) diaiur sesuai
dengan keteniuan Peraluran Perundang-undangan,

Pazal 42

Pendapatan Bagl Hasil schagaimana dimaksud dslam Pasal 35 ayal

{3) huruf a merupakan dana yang bersumber dan Pendapatan Daerah

vang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarksn angka persentase

tertentu seaual dengan ketenlusan Peraloran Perundang-undangan.
Pasal 43

{1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
[(3) huraf b merupakan dana vang diterima dari Dacrah lainnya
haik dalam rangka kerjasama Daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuen tertentu lainnya.

(2} Bantman Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terdir
atas:

H. baniuan keuangan dan dacrah provimsi; dan
L. hantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.




Prsal 44

Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huraf ¢ meliputi:

&. hibah;

b, dana durarat; dan /atan

c.Lain-lain  pendapatan sesusi  dengan  ketentuan  Peraturan

Perundang-undangan.

Pagal 45

Hibah schagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harof 2 merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa vang berasal dari
pemerintah pusat, pemeriniah daerah lain, masyarakat, dan badan
useha dalam negeri atsu lusr negeri vang tidak mengikat unluk
menunjang peningkatan penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kotentuan Peraturan
Perindang-undangan.

Pusal 46

Dana Dararat schagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
merupakan dana yang berasal dari APBN vang diberikan kepada
Daerah pada tahap pasca bencana uniuk mendanai keperluan
mendesax yang diakibatkan oleh bencana yang Udak mampu
ditanggulangi olch Daecrah dengan menggunakan sumber APBD
sesuei dengoan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Baglan Kecmpat
Brlanja Naerah

Paszal 47

(1) Belanja Dacrah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 28 ayat [1]
huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pomcerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah.

(2] Urusan Pemerintahan wyang menjadi kewenangan  Daetah
sebhagaimana dimaksud pada avat (1) terdin atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemermilushan Pilihan sestal
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3} Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayval
(2] terdiri atas Urusan Pemernintaban Wapb  yang  erkail
Pelayanan Dasar dan Urisan Pemermtahan Wajilb yvang tdak
terkait Pelayanan Dasar.

(4} Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimans dimaksud pada ayat
(2} sesual dengan polensi yang dirmiliki Dasrah.

(5} Belanja Daerah sebopaimana dimakeud pada ayat (1)
dialokasikan dengan memprioritaskan pendansan  Urasan
Pemerintahan Wajib Terkait. Pelayanen Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelavenan Minimel,

() Belanja Daerah untuk pendanaan Urasan Pemerintahan Wajib
vang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesum
dengan kebutuhan Dacrah,




I7)

15)

(1)

(2]

(1)

(2)

()

(4)

(=)

Belanja Dacrah untuk pondanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialckazikan scsuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang
dimililzsi Daergh,

Unsur pelaksanaan wrusan pemerintahan sebagaimana
chimalesud pada ayat (1) terdin dari :

a. Penduloung;

b. Penunjang,

c. Penpawasan;

d- HEH';!HLH’H!'IHTI:' I:.iEiT'i

e. Pemerintahan Umum.

Pasal 48

Dacrah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urasan
Pemernnlahan Daerah vang besarannya lelah ditetaplkan sesusai
dengan ketentuan Peratmuran Perundang-undangan.

Dacrah dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung,
Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum,

Posgeal 40

Belanja Daerah  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 47
berpedoman  pada standar harga satuan regional, analisis
standar  belama, danf/alau  slandar  leknis sesuai dengan
ketentuan Peramuran Perundang-undangan,

Standar harga aatusan regional schagaimana dimaksud pada avat
(1) dhigunakan sebaga pedoman dalam menyusun standar harga
sarlan,

Analisis standar belanja dan  standar telmis  sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimang
dimalisud pada ayval (2) ditctapksn olch Bupat.

Analisis standar belanja, standar hargs satuan, dan/atau
standar tcknis sebagaimana dimaksud pada ayal (3) digunakan
untuk menyusun  rencana  kerja  dan anggaran dalam
penyusunan Rancangon Perda tentang APBD,

Belanja Daecrah schagaimana dimaksud pada ayal (1) dirined
menuriat urusan pemerintaban dacrah, organisasi, program,
kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja Daerah.

Pasal 50

Urusan Pemerintahan Dacrah schbagaimana dimaksud dulam Pasal 49
ayat (5] diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara vang
diklasifikasikan menurul Tungsl yang antara lain terdici atas:

a. pelayanan umm;

b ketertiban duan keamanan;

¢, ¢loonomi;

d. perlindungan lingkngan khidup;

&. perumanan dan fasilitas umum;

f. kesehatan;

g, pariwisata;

h.pendidikan: dan

. perhindungsn sosial.




Pasal ol

Belamga Daersh menurut organisasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (5) discsuaikan dengan susunan organisasi vang
ditctapkan berdasarkan ketentusn Peraturan Perundang-undangan.

(1)

)

(L)

(2]

=]

(=)

=3}

(1}

Pasal 52

Belanja Daesrah menurut Program dan Kegiatan scbagaimana
dimalsud dalam Pasal 49 ayat [5) disesugikan dengan Urusan
Pemerinighan Daersh berdasarkan keleniuan Poraturan
Perandang-undangan.

Program dan Kepialan scbagaimans dimaksud pada ayat (1)
rinciannya paling sedikit mencakup:

a. target dan sasaran;

b. indikator capaian keluaran; dan

¢. indilcator capaian hasil.

Nomenklatur Program dalam Belanja Dacrah serta indiltator
capaian hasil dan indikator capaian kcluaran vang didasarkan
pada prioriras  nasional  disusun berdasarksn  nomenklatur
Program dan pedoman penentusn indikatne hasil dan indikatlor
kcluaran sesuai dengan  ketentuan  Peraluran  Perundsang-
undangan.

Fazal 53

Klasilikasi Belanja Daerah terdin atas:

a. belanja operasi,

b. belanja modal;

c. belanja ridak terduga; dan

d. belanja transfer.

Delanfa operasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hural =
meripakan pengeluaran anggaran uniuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memben manfaat jangka pendck.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 1elap
dan asct lainhya vang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruaf
¢ merupaksn pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidal
dapat diprediksi sebelumnys.

Eclanja transfer sebagsmimana dimaksud pada avat {1} huruf d
merupakan pengeluaran vang dar Pemerintah Daerah kepada
Pemeriniah Dacrah lainnya dan/alau dard Pemerintah Daerh
kepada Pemerintah Desa,

Pasul 54

Bclanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 avat (1)
hurui a dirinci atas jenis:

a. belanja pogawai;

b. belanja barang dan jaza:

o. belanja bunga;

d. belanja suhwsidi;




(<]
3]

()

(1)

(1)

(<)

(3]

(4)

(1)

2]

g. belanja hibah; dan

f. beclanja bantuan sosial.

Belanja modal sebugaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf b dirinet alas jenis belanja modal.

Belamja Udak terduga sebagaimana dimaksud dalam Puasal 53
avat (1) huruf ¢ dirinei atas jenis belonja tidak terdugs.

Belanja transfer sebaguimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf d dirinci atas jenis

d. belanja bagl hasil; dan

b. belanja baniuan keuangan.

"azal 55

Belamga pegawal sebagaimans dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf & digunakan untuk menganggarkan kompensasi vang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan  Peraturan Perundang-
uncan@an.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada aval (1) diberikan
kepuda  Bupat/Wakil Bupati., Pimpinan/Anggota DPRD, dan
Pegawai AGN.

Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disnggarkan pada belanja SKPD bersangkiutan scsuai dengan
keteniuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah DNacrah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawali ASN dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerabh dan memperoleh persctujuan DPRD sesusi
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tambuhan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerjs, tcmpat
bertugas, kondisi kerja, kelangksan profesi, prestasi kerja,
darn/ataun pertimbangan ohjektif lainmya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daersh
sebagaimana dimeksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan
Pernerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerinlah scbagnimana
dimaksud puada ayat (3), Bupali dapat memberikan tambahan
penghasilun bagi Pepawai ASN setelah mendapat persetujuan
menteri vang berwenang,

Pasal 57

Belanja barang dan jasa sebapguimana dimalksud dalam Pasal 54
ayat {1} huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jass yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (ug belas)
bulan, termasuk barang/jasa yang alsn disershlkan atau dijial
kepada masyarakar) pihak ketiga.

Pengadaan burang/jase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam  rangks  melaksanakan Progrum  dan Kegiatan
Pemerintahan Daersh.




Pasgal SR

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 avat (1) huraf
¢ digunakan untuk mengangearkan pembayaran bungs Utang yang
dibitung atas kewajiban pokok Uiang berdasarkan perjanjian
Dinjaman,

(h

1)

1)

(%)
15

()

(1)

(2]

Pasal 59

Belanja subsidi sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf d digunakan agar harga jual produksi aau jasa yang
dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau
Badon Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  schingga  dapat  tegangkau  oleh
sy advueat,

Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik
Swasla sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupalean badan
yang menghasilkan produk satau  jasa  pelavanan  dasar
masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta,
dan/ataun Badan Hukum lain scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) vang akan diberikan subsidi letlebih dehulu dilakukan andit
keuangan olch Kantor Akunian Publik sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

Hasil audit schagaimana dimaksud pada ayat (3] merupakan
bahan pcriimbangan untuk memberikan subsidi

Dalam rangka pertanggungiawaban  pelaksanaan  APBD,
Peacrima subeidi gebapaimana dimaksud pada ayat (1) wagb
menyampaikan laporan pertanggangjawaban penggunaan dana
subsidi kepada Bupati.

Ketentuan lelih lanjul mengenai tata cora pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diature dalam Peraturan Bupati.

Pasal a0

Belarmja hibah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 534 ayat (1)
huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah
lzinnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan
Tembaga, scrta Organisasi Kemasyarakatan yvang  berbadan
hulkum Indonesia, vang seccara spesiik telah  ditetapkan
perumtukannya, bersifat tidak wajb dan tidak mengikat, sorta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesual dengan kelenlusn Peraluran
Perundangundangan.

Pemberian hibah schagaimana dimaksud pada avat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah  sesual kepentingan  Daerah  dalam
mecndukung terselenggEaranya flangsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyvaraleatan dengan memperhatikan
asps  keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masvarakar.
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(1]

(2)
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{1)
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Gelanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dianggarkan
dalam APRBD sesusi dengan kemampuan keuangan Dacrah
setelah  memprioriaskan pemenuban belanja Urusan
Pemeriniaban Wajily dan Urusan Pemeriniahan Pilihan, kecuali
ditentulkan lain sesuq dengan kelentusan Peraburan Perundang
undangan.

Paszal f1

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayal {1] hurul I digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan  Derupa wang  danfatau bardng kepada imdivdo,
keluarga, kelompok dan/alau masyarakat yang sifatnys tidak
seoara torus mencrus dan sclektif vang bertujuan untuk
melindung dan kemungkinan tegadinyva resilkeo sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjuian.

Keadaan terlentu dapal berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) diartikan balhwa bantuan sosial dapat diberikan
seligp tahun anggaran sampal penerima bantuan telah lepas dari
resiko aosial,

Belanja bantuan sosial sebapeimang dimaksud pada syac (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai denpgan kemampuan Keoangan
Dacrah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemernnlahan Wanb dan  Urusan Pemernntahan Filihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangun.

Pasal 62

Belanja modsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)
dipunakan uniuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangks pengadaan asect tetap dan asct lainnva.

Pengadaan asct tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mementihi kriterias

a. mempunyal masa manfaat lebih dari 12 [dus belas) bulan;

b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daeeaby; dan

c. bataz minimal kapitalisasi asct,

Batas mimimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huraf ¢ diatur dalam Peraluran Bupati.

Aset tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diangsarkan
dalam belanja modal sebesar hargas beli atau bansun aset
ditambah seluruh belanja yEng terkait dengan
pengadann/pembangunan  aset sampai  asct  tcrscbut  siap
digunakan.

Pasal 6.3

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Puasal 54 ayat [(2)
meliputi;

.

belanja tanah, digunakan untuk menganggatkan tanah yang
diperoleh dengan maksud unmuk dipakai dalam kegiatan
uperasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;




belama peralatan dan mesin, digunakan untuk menganearkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventsris kantor, dan peralatan lainnva yang
nilainye signifikun dan masa manfaatnya lebih dardi 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap palasi;

belanja bangunan oty pedung, digunakan  untuk
menganggarkan gedung dan banpunan mencakup  selaruh
gedung dan bangunan yang dipernleh dengan malksud untuk
dipakai dalam kcgiatan operasional Pemerintah Dacrah dan
dalam kondisi siap dipakai;

belarnja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah =serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pernerintah Dacrah dan dalam
kondisi siap dipakai;

belama aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan
el totap  lainoya  mencabup aset tetap yvang Gdak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok asel tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah
Daecrah dalam kondisi stap dipakai; dan

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetAap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Permerintah Dacrah, tidak memenuhi definisi aser tetap, dan
harus disajikan di pos aset lainnva sesuai dengan nilai
lercalainya.

Puassl 64

Bclanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 avat (4)
hurifl a dianggarkan dalam APED sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(1)

(2]

(3]

(4]

Pasal 63

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal

24 ayat (4] huruf b diberikan kepada daerah lain/desa dalam

rangka kerja sama dacrah, pemerataan peningkatan kemampuan

keuangan, dan/atau tujuan tertentu Tuinmys,

Banluun keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat

dianggarkan scsual kemampuan Keuangan Dacrah setelah

memprioritasken  pemcnuhan  belanja Urusan Pemerintahan

Wajib dan Urusun Pemerintshan Pilihan sertz alokasi belanja

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kocuali

ditenlukan lain sesual dengan ketentusn Peraturan Perundang-

undangan.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

Hlas;

4. bantuan keuangan antar dacrah kabupaten fkota;

b. bantuan keuangan daersh ke dasrah provinei Riau danf atau
dacrah provinsi lainnya; dan/atau

. bantuan keuangan kepada desa,

Baniuun keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (3) bersifat

umum atau khusus.




{3

(G]

(1)

(2]

5]

(1}

(2]

(3

Peruntuken dsn pengelolasan bantusan keusangan vang bersifat
umum sehagaimans dimaksoud pads ayat (4] diserahlan kepada
pencrima bantuan.

Peruntukan bantuan keusangsn  yvang  bersifat khusus
schbagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan clch Pemenntah
Dacrah dan pengclolaannya discrahkan keopada ponernima
bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khosus sebageimana
dimaksud pada ayatl (6) dapat mensyvaratkan penvediaan dana
pendarnping dalam APBD alau anggaran pendapatan dan belanja
decsa penerima bantuan.

Fasal 66

Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24

aval (3] merupakan pengeluaran anggaran atas beban AFBD

uniuk keadaan daroral termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimasn

Daerah tahun-tahun sebclumnya.

Dalam hal bclanja tidak terdupga schagaimana dimaksud pade

aval (1] tidak mencukupi, menggunakan:

4. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memeanfaatkan kas yvang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan scbagaimana

dimaksud pada ayat (2] huruf a diformulasikan terlebih dahuu

dalam Perubahan DPA SKPT.

Pazal 7

Ecadaan darurat scbagaimana dimaksud dalam pasal 66 gyvat (1)

meligrati:

4. bencana alam, bencana non-alam, bencans sosial dandataug
kejadian luar biasa;

b. peclaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danfatan

. hkerusaksn  sarana/prasarana yang dapat menggangsu
kegiatan pelayvanan publik,

kepeduan mendesak sebagairnang dimaksud dalam pasal 66

ayat (1) melipurni:

a. lkebutuhan Daerah dalam ranglka pelayanan  dasar
masyarakat yang anggarannya belum  tersedia dalam tahun
anggaran berjalan:

b belanja Dacrah vang bersifat mengikat dan belanja yang
bBersilal wajiby;

¢, pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pomeorintah
Dacralh dan tidak dapat diprediksikan sebelurnnys, serts
amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah [ainmva yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugiah yvang lelwh besar bag Pemonntah
Dacrah dan/atau masyarakat.

Kntena keadaan darurat dan keperluan mendesak sebapgaimanea

dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2] ditetapkan dalam Perda

tentang APBD tehun berkenssan.,




(4]

(53)

(1)

(2)

(3)

(4

(5]

(]

[lcngchiaran untuk mendenai keadaan darurat vang belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam
EKA SKPD, kecuali uniuk kebutuhan tanggap darmirat hencana,
konflik sosial, dan falau kejadian luar biasa.

Helanja uniuk kebuluhan tangzap darurat bencana, konflik
sosal, danfatau kejadian luar biasa sebagpimans dimaksad
pada ayal (4) digunaksm scsual dengan ketentizan Peraniran
Perundang-undangan.

Pengeluaran untuk mendanal keperluan mendesak vang belum
tersedia  angparannya danfataun ddak  culup tersedis
anggarannys, dilormulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD
dan/atau Perubahan DPA SKPD,

Bagian Kclima
Pembiavaan Daerah

Parpgral |
Umum

Pragal 68

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) huruf ¢ terdiri atas:

a. pencrimaan Pembiayaan; dan

b. pengeluaran Pembiayvaan.

Pembiayaan Daerab sebagnimana dimaksud pada ayat (1)diring

menurul Urusan Pemenntahsn Dacrah, organisasi, jenis, obyek,

dan rincian obyek Pembiayaan Daerah,

Penermimaan Pembilayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) hurul a bersumber dari:

H. 3iLPA;

b. pencairan Dana cadangan;

- hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

. penerimasn Pinjaman Dacrah;

. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/stau
penerimaan pembiavaan lainnya sesuai dengan kelentusn
Peraturan Perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada awvat (1)

huraf b dapat digunakan untak Pembiayaan:

& pembavaran cicilan pokok Utang vang jatuh temnpo;

br. penyertaan modal Daerah;

c. pembentukan Dana Cadangan;

d. pernbenan Pinjaman Daerah; danfatan

o, pengeluaran pemblayaan lainnya sesual dengan  ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pembiaysan neto merupakan sclisih penerimssn pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayasn,

Pembiayaan neto schbagaimana dimaksud pada ayat (3) digunskan

untuk menutip defsit anggaran.

b e T o T




Paragraf 2
Penerimazn Pembiayaan

Pazal 6O

S1LPA sebagmimans dimaksud dalem Pasal 68 aval (3) hurad a

bersuwmber dari:

a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pclampauan pocncrimaan pendapatan transfer;

¢, polampauan penerimasan lain-lain Pendapaltan Dacrah Yang sab;

d. pelnmpauan penerimaan Pembiayaan;

e. penghematan belanja;

. kewajiban  kepada pibak ketiga sampsi dengan  akhir tahun
belum tersclesalkan; dan/atau

g, sisa dana akibal tidak lercapainyg capaian largel kinerja dan sisa
dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 70

{11 Penecairan Dana Cadangan sebapaimana dimaksud dalam Pasal
68 avat (3] hurof b digunakan untuk mengangearkan pencairarn
Dana Cadangen dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Urmnam Daerah dalam tahun snggaran vang berkenaan.

(2) Jumlsh Dang Cadangsn scbagmmmana dimabksud pada ayat (1)
gesilel dengan jumlabh yvang telah ditetapkan dengan Perda
fenieng pembentukan Dene Cadangan bersanghaian.

(3] Pencairan Dana Cadangan dalam | (saiui) tahan  angearan
menjadi penerimaan Pembiayvaan APBED dalam tahun anggaran
vang berkenaan.

(4] Dalam hal Dana Cadangan schagaimana dimaksud pada avat [1)
belum digunakan sesuai dengan peruntukannyva, dana tersebut
dapat ditempatkan dalam portofolio vang memberikan hasil ietap
dengan risiko rendah.

(3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yeang tidak
lerpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APRD.

(5] Pengguinaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada aval (1) dianggarkan dalam SKPD pengmuna
Danes Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

(1] Hasil penjualan keksyaan Dacrah yang dipisahkan sebapaimans
dimaksud dalam Pasal 68 syat (3] huraf c dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraluran Perundang-undangan,

{2] Penermaan atas hasd penjualen kekuyuan Dacrah schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerirnasn
vang sah.




(1)

(<)

Pasal 72

(1) Dcncrimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa. 68 ayat (3] huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang
akan diterima dalam tabun anggaran berkenasn sesual dengan
vang ditetapkan dalam peranjian pinjaman bersangkutan.

(2} Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari:

a. pemerintah pusal;

b. pemerintah daerah lain;

e, lermbags keusngan bank;

d. lembaga keuangan bukearn Lank; dan/dlsu
€. masyarakat

(3] Penermaan Pinjaman Dacrah schagaimana dimalksnd pada ayat
(1} dilaksanaksn sesuai dengan ketentuan Peraluran Perundang-
undangan.

Pasal 723

Penernmasan kembali Pemberian Pinjaman Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3] huref e digunakan untuk
menganggarkan  penerimasn kembali  pinjamean yang  diberikan
kepada pihak penenma pinjaman sesual dengan ketentian Persturan
Perandang-unidangan.

Pasal 74

Penernimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o8 ayal (3] huruf f digunakan untuk mengangearkan penerimaan
Pembiavaan lainnya sesusi dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Parugraf 2
Pengeluaran Pembiayaan

Pa=zal 75

Permnbayaran cicilan pokok ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
B8 ayat (4) hurufl a digunakan untuk menganggarkan pembayaran
pokok Utang yang didasarkan pada jurmiah yvang harus dibayarkan
scsual dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanssnnva merupakan
prioritas utama dar sehouh kewajiban Pemerintah Dasrah yang
harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan
perjanjian pinjaman.

Pasal 76

Daerah  dapat mclalkukan  penyertsan  modal  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau
Badan Usaha Milik Negara.

FPenyertaan modal Pemerintah Daerah sehagaimana dimaksud pads
ayal (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah veng akan disertakan
delam tahun snggaran berkensan telah ditctapkan dalsm Perds
mengenai penyertasn modal Daerah bersangloutan.
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(2)
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(5]

(1]

Pecrda schbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sehelum
persetujuan bersama antara Bupati dan DIPRD atas Rancangan
Perila 1entang APRET).
Penyertaan modal  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
thlaksanakan sesusl dengan kelentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 77

Pemenuhan penyeriaan modal pada tahun sebelumnya lidak
cditerbitkan Perda  lersendinn sepanjang  jumlah  anggeran
penyverlaan modal tersebul Udak melebihn jumlah pf_n}'{:'il‘tdr.'lﬂ
modal  yang  telah ditetapkan  dengan  Perda mengenad
penyertaan modal bersangluatan.

Dalam hal Pemerintah Dacrah akan menambah  jumlah
penyertaan modal melelnhi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dengan  Perda mengenai  penyertaan modal,
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenal
pemyertaan  modal yang borsangkutan sCsuAal dengan
ketentusan Peraluran Perundang-undangan.

Prasal T8

Dana Cadangan scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4)

huruf ¢, pengounasnnya diprionitaskan uwuntuk  mendanai

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang

Liduk dupal dibebankan dalam 1 (satu) tahun angeararn.

Dana Cadangan sebapaimana dimsksoad pada avat (1) dapat

digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai keteniuan

Peralurdan Perundang-undangsn.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari peavisihan atas Penerimaan Dacrah kecuali dari:

a. DAK:

b, pinjaman Dacrah; dan

G, peoermasn lain yang  pengsunaannya dibalasi | untok
pengeluaran tertentu berdasarkan  ketentwan Peraturan
perandang-undangan,

Duna Cadangan sebagsimana dimaksud pada ayat (1)

ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rckening Kas

Urmnum, Daecraly,

Pembentikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dalam Perda tcntang pembentuksan Dana

Cadangan.

Perda schagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetaplean sebelum

persefigjuan bersama antara Bupall dan DPRD atas Rancangan

Perda tentang APRI,

Pazal 79

Pemberian Pinjaman Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
88 ayat (4) huruf d digunsakan untuk menganggarkan Pemberian
Pinjaman [laecrah yang diterkan kepada pemeriniah pusat,
pemeriniah dacrah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/aran
magyvarakart.




(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat
persctujuan DPRD.

[3) Persemujuan DFRD schagaimana dimaksud pada ayat (2] menjadl
bagian vang disepakati dalam KUA dan PPAS.

[d] Welenluan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Dacrah
gchapaimana dimaksud pada ayat (1) sampal dengan ayat (3]
dialur dalam Peraturan Bupatli sesual dengan  ketentuan
Peraturan Pemnindang-undangan,

Pasal 20

Pengeluaran pembiavaon lannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 avat (4) huraf e digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran  pembiayaan lainnya  sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kecnam
Surplus dan Nefiail

Paragraf 1
Umum

Pa=zaol 51

(1] Selisih antard anggaran Pendapatan Dacrah dengan anggaran
Belanja Daerab mengakibatkan terjadinyva surplus atau defisic
APBD.

2] Dalam hal APBD diperkirakan surphas, APBD dapal dipunakan
untuk pengeluaran Pembiayaan Dacrah yang ditetapkan dalam
Perda tentang AFBD vyang pelaksanaannya sesual dengan
ketenfuan Peraturan Perundang-undangan,

(3] Dalam hal APBD diperkirakan dcfisit, APED dupai didanat dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang diletapkan dalam Perda
tentang APBD vang pelaksanaasnnya sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Paragral 2
Surplus

Pasal 82

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

pembayaran cicilan pokok Utang vang jatuh tempo;

ponyertaan modal Dacrah;

pembeniukan Dene Cadunpan;

pemberian Pinjaman Daerah; dan/atan

pengeluaran  pembiayaan  lainnya  sesual dengan ketentuan
Peraluran Perundang-undsngan.

o RpnoR




Pasal B3

Pemerintah Dacrah wagib melaporkan posisi surplus AFPED kepada
menteri vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan delam negerd
dan menteri yang menyelenggarakan urnsan pemerntahan dilbidang
kenansan sctiap semester delam tehun anggavan berkenaan.

2]

L1
()

(1)

(2]

Paragraf 3
Drefisit

Fasal 54

Batas maksimal jumlah kumulatil defisit APBD dan balas
maksimal defisit APRT vang dibiavai dann Pupgamsan Daerah
berpedoman ketentuan vang ditetapkan oleh menterli yang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,
Pemerintah Daerah wajib melaporkan  posisi defisit APBD
sebagoimana dimalksud pada ayat (1) kepada menteri yang
menyvelengearakan  urusan  pemerintahan dalam negeri dan
menteri vang menyelenpgaralan urusan  pemerintahan  di
bidang keuangan setiap semester dalam tabun anggaran yang
berkenaan.

Pasal BS

Defisit APBD schagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayal (1) harus
dapat ditutup dan Pembiayaan neto.

Pembiaysan neto sebagai dimalkesud pada ayat (1) merupeakan selisih
antara penerimasn Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayauan.

BAB IV
PENYUSUNAN HANCANGAN
ANGGARAN 'ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesaru

Kebijekan Umum Anggeren Pendapatan dan Belanja Dacrah
dan Prinritas Plefon Angogaran Sementara

Pasal 86

Bupati monyusun rancangan  KUA  dan  rancangan  PPAS
berdasarkan REPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APED.

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
kondisi ekonomi makiro Daerah;

asumsi penyvusunan APBLD;

kehyjakan Pendapatan Dacrah;

kebijakan Belanja Dacrah;

kehijalkkan Pembiavaan Daeran; dan

sirateg pencapalan.

e ss gR
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Rancangan I'T'AS scbagsamansa dimaksud pada aval (1) disusun

dengan ahapan:

a. menentukan skala prioritas pembangunan Dacrah;

b, menentukan prioritas Program dan EKegistan untuk masing-
masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program
nasional yeng ereantum dalam rencana kegja pemerintah setiap
fabun: dan

o, menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran
semenitara uniuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal BT

Dupati menyvampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (1) kepada
DPRD paling lambat mingsu kedua bulam Juli untuk dibahas
dan dizsepakail bersama anlara Bupati dan DPRD.

Kescpakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Bupard dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan
Agsustus.

KA dan PPAS yang (elabh disepakati Bupat bersama DIPRD
schagaimana dimaksud pada ayat (2] menjadi pedoman bagi
Perangleat Daerah dalam menvusun REA SKPD,

Tala carmm pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dilakukan
scsual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanyan.

Pasal 858

Dalam hal Bupati dan DPED tidak menvepakali bersama rancangan
KUA dan rancangan PPAS sebagaimans dimaksud delam Pasal 87
aval (1), palmg lama & (enam) minggly seak rancangan KUA dan
rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan
Fancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan ERPD,
rancangan KUJA, dan rancanpgan PPAS vang disusun Bupad, untuk
dibahas dan disctujul bersama antara Bupah dengsn DPRD sesua
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Kepiaian sebagaimand dimaksud dalam Pasal 86 avat (3) huraf b

dapat dianggarkan:
Aa. untuak 1 (saiy) tahun angearan; atau

h. lebih dari 1 [sami) tahun anggaran delam bentuk kegiaton tahun

Jamak.

(2] Kegnatan tahun jamalk sebagaimana dimaksuad pada ayat (1) hnaraf b

harmis memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaoan konstruksi atas pelaksanaan Keginlan yang scosra
tekniz mcrupakan sam kesatuan untuk menghasilkan 1 [saiu)
Kehiaran yang memerhukan wakiu penyelesaian lebih dard 12
(dua belas) bulan;

b. pckerjaan atas pelaksanaan Keglatan yang menurul silainya
harus lelap berlangsung pada pergantian tabhun anggaran; dan
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c. peckerjaan aias pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifalnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tabun anggaran,
antara lain penanaman benih/Wibit, penghijauan, pclavanan
perintiz  laut/udara, makanan dan obat di rumah sakif,
pelayanan pembuangan sampah, dan pengodaan jasa pelayanan
kebersihan (cleaning senace),

Pongangparan kegialan lehun jamak sebagaimana dimaksud pada

avat (2) berdasarkan alas persetiajuan bersama antara Bupati dan

DPED.

Persetujuan  bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

ditandatangani bersamaan dengan penandatangansn KUA dan

PPAS,

Persctujuan bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (3) pabng

sedikit memuat:

a. nama kegiatan,

br. jungks waktu pelaksanasn kegiatan;

¢. jumlah enpggaran; dan

d. alokas] anggaran per labun,

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak

schagsimans dimsksud pada ayat (1) huruf b tidak melampani akhir

tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecusli kegiatan tahun jamak
dimaksud merupakan prioritas nasional danfataw kepentingan
strategis nasional scsuai dengan kKetentuan Peraturan Perundang-

undangan,

Bagian Kedua
Roneana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Peranglkat Daerah

Pagal 90

Kepala SKPD menyusun REA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal BY ayal (2] dan ayar [3).

RKA SKPD schagaimana dimaksud pada avat (1) disusun dengan
mengpunakan pendeksaian:

a. kerangla Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;

b. pengangearan erpadu; dan

©. penganggaran berdasarkan Kinerja.

RKA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PIPKD schagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang
APBD sesumi dengan jadwal dan lahepan vang diatur dalsm
Peraturan  Menlen  leniang pedoman  penyusunan APBLY yang
ditetapkan setiap tahun.

Pasal 91

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat kecadaan
darurat termasuk belanja untuk keperlusn mendesak, Kepala SKPD
dapat menyusun REA SKEPD dilvar KUA dan IPPAS schagaimana
dimalesud dalam Pasal B7 aval [2] dan avat (5).

(1

DPasal 92

Pendekalan Kerangks Poengeluaran Janpgka Menenpah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 avat (2] bhuraf a
dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.
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Prakiraan Maju  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berisi

perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang

direncanakan dalam tabhun anggaran berikutnye  dari ahun

anggaran yang direncanakan

Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagairmans dimaksud dalam

Pasal 90 avatr {2) huraf b dilakukan dengsn memadukan scharuh

proses  perencanaan dan penganggaran di ingkungan SKPD untuk

menghasilkan dokamen Rencana Kerja dan Anggaran.

Fendekatan Penganggaran Dberdasarkan Kinerja  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90 aval (2] hural ¢ dilakukan dengan

memperhatikan ¢

a. keterkaitan antara pendanaan  dengen Keluaran  yang
dihiarapkan dan Kegiatan;

b, hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

. eheicnsl dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 93

Uniuk lerlaksananyva poosusunan RKA  BKPD bherdasarkan
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan
tcroiptanya kesinambungan REA SKEPD, kepala SKPD mengevaluasi
hasil pelaksanaan Program dan Kegialan 2 (dua) tahun anggaran
zchelumnya sampal dengon semester pertama labun  anggaran
berjalan,

tvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menilai Program dan Kegiatan yvang belum dapat dilaksanakan atau
belum diselesaikan tahun sebelimnya nmuk dilaksanakan arau
disclesalkan pada ftabun yvang direncanaken atau | (saty) tahun
berikutnya dari tahun vang direncanakan.

Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
PCTicapalan prestasi Rerja yvang ditetapkan, kebutuhen dananva
harus diangearkan pada tahun yang dircncanalkcan.

Pasal 94

Penyusunan  RKA  SKPD dengan  mengpunaken pendekatan
penganpgoaran berdasarkan Kincga schagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayart (2] huru! ¢ berpedorman pada;

a. ndikator Kinena;

Ir. tolok ukur dan sasaran kincga scsual analisis standar belanija;

c. standar harga satuan;

d. Hencans Kebutuhan BMD; dan

¢. BStandar Pclayanan Minimal

Indikator Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayaet (1) hurmf a
merupakan ukuran keberhaslan yvang skan dicapal dan Program
dan Kcgiatan vang dirchcanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan
Huasil.

Tolak ukuar Kinerja sebagsimana dimaksad pada ayat (1) huref b
merupakan ukuran prestasi kerja vang akan dicapai dan keadsan
scmula  dengan mempertimbanglkan  faletor kualitas, Lkuaniitas,
efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dan setiap Program dan
Kegiatan,
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Sasaran Kinerja schagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
merupakan Hasil yang diharapkan dad  suata 'rogram atou
Keluaran vang dibarapkan dar suati Keglatan vang akan alau telah
dicapai schubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

Analizis standar belanja sebagnimana dimaksud pade ayal (1) humaf
b merupalsan penilaian kewajaran aias beban kerja dan hisya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan,

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada aval (1) hurif c
merupakan harga saluan barang dan jass vang ditetapkan dengun
Reputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga saluan
regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avar {4].

Standar Pelayanan Minimal schagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul e merupakan tolok ukur Kineda dalam menentukan capaian
jenis  dan  mutu Pelavanan Dasar vang merupakan  Urusan
Pemerintahan Wajib yang bherhak diperoleh setiap Warga Negars
secara minimal.

Pasal 95

EKA SKPD sebageimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1}
mcmual rencana pendapatan, belanja, dan pembiaysan untuk
lahun yvang dircncanskan serta prakiraan maju untuk tshun
berikuinya.

Rcncana pendaputun, belanja, dan pembiayaan sebagaimang
dimalsud pada avat (1) dirine samped dengan rincisn obyel.
REA SKPD sebagsimana dimaksud pada ayat (1) juga mermuat
informasi mengenai Urusan Pemeriniahan Daerah, bidang
Urusan, organisasi, slandar hargs satuan, dan Kinera yang
akan dicapai dari Program, Kcgiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 93

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalarmn Pasal 95

ayal (1) memuatl Urusan Pemerintahan Daerah, bidang uwrasan,

organisasi, kelompok, jenis, obvek, rincian ubyek, dan sub

rincian obyek Pendapatan Daerah.

REencana pendapatan scbagaimana dimaksud pada avat [1)

diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinva seria

ditetapkan sesual dengan ketentusn Peraturan Perundang-

undarngan,

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 95 ayat (1)

dirimci ates Urisan Pemerntahan Dacrah, bidang urusan

organisasl, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok belanja

yang masing-masing diuraikan menurar Jenis, obyek, dan

rincian obyelk belanja.

Rencana Pembiaysan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 95

ayat (1] memust kelompols:

4. penenmaan pembiaysan yang dapa disunakan untuk
menutup defisil APBD: dan

b. pengeluaran  pembiayaan yang dapat digunakan untiok
memantasikan surplus APBD, yang masing-musing diuraikan
menurut jenis, obvek, dan rincian obyek pembigyvaan.
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Urnsan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 95 ayat (3] memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang
dikelola sesuai dengan fugas dan fungsi SKPD.

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3}
memual narma SKPD sclaku PA

Kineria wang hendak dicepal schageimana dimalkeud dalam
Pasal 95 ayat (3) terdirl darl indikator Kincrja, lolok ukur
Kinerja, dan Sasaran Kinetja.

Program sebagaimana dJdimaksud dalam Pasal 93 ayat (3
memual nama Program vang akan dilaksanakan SKPD dalam
tahun anggaran berkenaan.

Kegiatan sebagaimana dimakswl dalam Pasal 95 ayat (3)
memuat nama Kegiaten yang akan dilaksanakan SKPD dalam
tahun anggaran berlcnasn.

Bagan Keupga
Tata Cars Penvusunan Renoana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Pengangkat Dacrah

Pasal 97

TAPD menyusun dan mencrbitkun surat edaran Bupan tentang

pedoman penyusunan RKA SKPD paling lambal iminggu letiga bulan

Agustuas.

Surat edaran schagsimana dimsksud pada ayat (1) mencakup:

4. PPAS vang dialokasikan untuk setiap Program SKPD berikut
rencana pendapatan dan pembiayasan;

b, bataws wekiu penyampaian RKA SKI'D kepads FPRD;

¢, hal lainnya vang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip peningkatan cfisiensi, efeltifitas, tranparansi dan
akunlabilitas penyusunan enggaran dalam rangka pencapaian
prestasi kerja; dan

d. dolumen schagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening
APBD, formal RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar
harga satan.

Berdasarkan pedoman  penyusunan RKA SKPD  sebagaimans

dimaksud pada aval (1) kepala SKPD menyusun REA SKPD sesuai

dengan RKPD, KA dan PPAE.

RKA SKPD yang telanh disusun oleh kepala SKFI) sebagaimana

dimaksud pada avat (3) disampaikan kcpada TAPD melalu PPKITD

untuk diverifikeasi/ dilelita.

RBerdasarkan verifikasi vang dilakukan oleh TAPD scbagaimarna

dimalksud pads ayat (4] apabila tordapat ketidaksesuaian maka

kepala SEPD harus segera melakulkan penyempurnaan.

Bagian Keempat
Penyinpan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Fasal 95
RKA SEPD wyang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalhu
PPED untuk diverifikasi.




(2] Verifikasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch TAPD

(3
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untuk menelash kescsuaian antara REA SKPD dengan:

a. KUA dan PPAS;

b. prakiraan maju yang Telah disctujui  tabun  anggaran
schelumnya;

dokumen perencanasn lainmye;

capaian kinerjs;

indilkcator kinerja:

anafisis standar belanja;

standar harga saluan;

perencanaan kebutuhan BMD;

standar pelavanan minimal;

proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnys; dan
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
terdapat ketidakscsuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
Selgin  diverifikasi TAPD, REA-SKPD juga direviv oleh Aporat
Pengawas Internal Pemerinish Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

R ER e e

Pazal 99

PPKD menyusun Runcangan Perda tentang AMBD dan dolumen
pendulcang berdasarkan RKA SKPD yang tclah disermpurnakan oleh
kepala SKPD.

Rancangan Perds lentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayal

(1] memual lampiran paling sedikitl terdiri atas:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompek dan jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaar;

b. ringkasan APBD menurat Urusan Pemcrintahun Daerah dan
Organisaai;

oo rincan APBD menurot Urusan Pemerintahan  Daerah,
organisasi, Propram, Kegiatan, kelompol, jeonis pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja dan  kesesuaian menurut  Urusan
Pemetintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

¢, rekapitulasi Belanja Daerah untuk kesclaresan dan keterpadusmn
Urusan Pemerintahan Dacrah dan [ungsi dalam  kerangka
pengelolaan keuangan Negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daltar Piutang Dacrah;

h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;

i. daftar perldraan penambahan dan pengurangan aset fotap
Dacrah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k., daftar HKepiatan tahun sanggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarksn kembali dalam tabun angpgaran
yang direncanakar;

. daftar Dana Cadangan; dan

m. dafiar Pinjaman [acrah,

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada avar (1) terdiri

atas nota keusngan dun Rancangan Peraturan Bupat tentang

Penjabaran APBD.




)

Peraturan Bupati tentang Penjubaran APBD scbagaimana dimaksud

pada avat {3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD  yeng diklasifikasi menurut
kelompolk, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapalan, Belanja,
dan Pembiayaan;

h. penjabaran APBD mesurut  Urasan  Pemerintahan Decrah,

prganisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincianb

ohyek pendapatan, belanja, dan Pembiavaan;

daftar nama pencrima, alamat penerima, duan besaran hibah; dan

daftar nama pencrima, alarmat penerima, dan besaran bantuan

susial.

oo

Pazal 100

Rancangan Peorda  tentanpg AFBD yang Ielah disusun oleh PPRD
disampaikan kepada Bupati.

(1)

-]

(2)

BAB WV
PENETAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesalu
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah

Pasal 101

Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan  dokumen peondukungnya  kepada DPRD paling
lambat &0 [cnam puluh) hari sebeham 1 (gati) bulan tahun anggaran
berakhir unluk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD.

Dalam hal Bupati tidak mengajulion Rancangan Perde leatang APBD
sebagaimana dimaksud pada avat (1), maka dikenai sanksi
adminismalif sesusi dengan  ketentusnm  Peraturan  'erundsang-
undangan.

Pasal 102

Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleb
Bupaii dan DPRD sctclab Bupali menyampailcan Rancangan Perda
tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesual
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangsan.

Pembahasan Rancangan [crda  tcntang APBD  sebagaimana
dimalksud pada avar (1) berpedoman pads RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua

Persctujuan Ruancangan Peraturan Daeral tentang Anggaren Pendapatan

(1}

dan Belanja Daerah
Pasal 103
Bupati den DPRED wajib menyctuyuwl bersama Rancangsn Perda

letitang APBD paling lambat | (saw) bulan schclum dimulainya
tnhun anpearan setlap tahun.
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Berdasarkan persctujuan bersama scbagsimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati menylapksn Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APTRD.

Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyetujui bersama Rancangan
Ferda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan schehim dirmnulainya tahun
anggaran setisp tahun sebagaimens dimaksud pada ayat (1}, maka
dikenal sanksl administrati{ sesuai dengan keteniuon Poraturan
Perundang-undangan.

Dalam ha! kelerlambatan penctapan APBD karena Bupat terlambat
menyampailtan Rancangan Perda tentang APBU kepada DPRD darn
jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ridak dapat dikenakan kcepada
angpota DPRD.

Pasal 104

Dialam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetijuan bersams
dalam waktu 60 (enam  puluh)  heri sclak disampaikan
Rancangan Perda tentang APBD oleh Bupatl kepada DPRL, Bupati
menyusun Rancangsn Peraturun Bupati tentang APBD paling tingei
sehesar angka APBD tahun anggaran schelumnya,

Rancangan Poraturan Bupati tentang APBD sehagnimany dimalksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja vang bersifat wajib.

Angka APBD tahun anggaran schelumnys sebagainana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilampaui apahbila terdapsat:

a. kebijakan  pemerintah  yang mengakibatken  tambahan
pembebanan pada APBLD; dan/atau

b. keadaan derurat termasuk keperluan mendesal sesnal dengan
ketentusn Peraturan Perundang-undangat.

Pasal 105

Runcangan Peraturan Bupati tentung APBD sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) memuat lampiran vang terdin atas:

a.
=
[t

d.

Hh

=

ringkasan AFBD,;

ringltasan penjabaran APBD sampai dengan rinclan obyek;

ringkasan  APBD  menurut  urisan pemerintahan Dacreh  dan
organisasi;

Ancian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
Program, kegiatan, kclompok, jenis, obyek, rincian obyek perdapatan,
belama, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan kesesuaian belanja meonurit 1rusan pemerintahan
Dacrah, organisasi. Program, dan kegiatan;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan Deerah dan fungsi dalam kerangka prngelolaan
keuangan negara;

daftar jumlah pegawsi per golongsn dan por jabetan;

dallar piutang Daerah;

daltar penyertasn modal Dagrah dan investasi Daerah lainnys;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangsn aset ictap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct lain-lain;

dafiar kegiatan tahun anggaran sebelummya yang belum diselcsaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

. daftar Dana Cadangan;




n. daftar Pinjaman Daerah,
u. daftar nama pencrims, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pazal 106

(1} Rancangan Peraturan Bupat schagaimans dimaksud dalem Pasal
104 ayat (2] dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah
memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(2] Uniuk memperoleh pengesahan schagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beseria lampiranmya
disampaikan paling lambal 15 (lima belas] han techitung sejak
DPRD tidak mengambil kepuiusan bersama denpgan Rupati terhedap
Rancangan Perda tentang APTID.

(3 Apabila dalam batas waktu 30 (ligas pulub) heri Gubernur tidak
mengesahkan Rancangan Peraturan Bupal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupat menetapkan Rencangan Peraturan Bupal
menjadi Peraturan Bupati.

Pagal 107

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami  keterlambatan, Bupati
melaksanokan pengeluaran  setiap  bulan  paling tinggl sehesar
seperduabelas jumlah  pengeluaran APBD tahun  anpgaran
sebehamnya.

(2) Pengeluaran setisp bulan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dibatasihanya uniluk mendanai keperluan mendesak sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanjz Deerah dan Peraturan Bupsli tentang Penjabaran Rancangan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pagal 108

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang felah disetwjui bersama dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APED disampaikan
kepada Gubernur paling lambal 3 (tiga) hard sejak tangzal porsejuan
Rancanegan Perda tentang APBD untuk dievaluasi schelum ditetapkan
oleh Bupali.

(2} Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraluran Bupati
tentang Penjabaran APBD sebagmimana dimaksud pada ayal i1
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupali
dan DPRD.

Pa=zal 109

(1] Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 108 ayat
(1} dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran.

{2] Hasil penyempurnaan sebagaimana dimalkrsud pada ayat (1] ditelapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.




=+
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15]

Keputusan pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Perda tenlang APBD.,

Keputusan pimpinan DPRD schagasimana dimalksud pada ayat (2
dilaporkan pada sidang paripurma berikutnya,

Kepulusan pimpinan DPRD schagaimana dimaksud pada ayal {2)
dissmpaikan kepada Gubernur pabing lambat 3 {tga) hari sclelab
keputusan tersebut ditelapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah (entang Anggaran Pendapatan Belanja

Diaerah dan Peraturan Dupati tenteng Penjabaran Anggaran Pendapatan

(1]

(2]

3

(4]

(1)

2]

(L)

dan Belanja Dacrah
‘agsl 110

Rancangan Perdus tentang APBD dan Rancangsn Feraluran Bupati
lentang Penjabaran APBD yang lelah dievaluasi ditetapkan oleh
Bupati menjadi Perda tentang APBD datt Peraturan Bupat lentang
Penjabaran APBD,

Penctapsn Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupat tentang Pemjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilalulean paling lambst tanggal 31 Dcaember tahun
sebelumnya.

Bupati menyampaikan Perda tenlang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Ponjebaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 [tujoh)
hari setelah Perda dan Peraturan Bupati diletapkan.

Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwcnang menciapkan
Ferda tentang APED dan Peraturan Hupati tentang Penjabsaran APBD.,

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umumn

Passl 111

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daersh dianggarkan dalam
APED dan dilaltukan melabai Relening Kas Umurn Daerah yang
dikelola oleh BUD.

Dulam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah  scbagaimana
dimaksud pada avat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidalk
dilakukan melashui Rekening Kas Umuom Dacrah, BUD melakukan
pencatatan dun pengesahan Pencrimaan dan Pengeluaran TDaerah
terachut

Pasal 112

PA/EPA, Bendahara Pencrimssn/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang mencrima atau menguasai vang/kekayaan Daerah
wajib menyelenggaralkan penatausahsan sesuai dengan keienluan
Peraturan Perundang-undangan.




(2]

(2

Pejabal yang menandatangan dan fatan mengesahkan dokumen yang
herkaitan dengan surat bulkt yang mecnjadi dasar penerimaall atau
pergeluaran atas polaksanaan APRD bertanggung jawab terhadap
kobenaran material dan akibat vang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud.

Kebenaran material sebagaimens dimaksud pada ayat {2) merapakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicape) atas
Fehan APBD sesuai dengan kowenangan Pejabat yang bersangkuran.

Pasal 113

Bupatli dan Perangkat Daerah dilanang meclakukan pungutan selain deari
vang diatur dalam Perda, kecuali dilentukan lain sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangat,

Pasal 114

Penerimaan perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak
dupat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesual dengan ketentuan Poraturan Perundang-undang:rn.

(1]

{2}

4]

(L)

(]

Pasal 113

Setiap  Pejabal  dilarang melakukan tindakan vang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran Lersebut tidalk lersedia atau tidak cukup tersedia,

QeHap pengelusran atas Beban AFPBD didasarkan atas DPA darr SPD
atau dokumen lain vang dipersamakan dengan S5PD.

Rupati dan Peranglkat Daerah dilarang mclakukan pengeluaran atas
Beban APBD uniuk tujuan lwin darl yang telah ditelapkan dalam

APBD.

Pasal 116

Untuk peleksanaan APRD, Bupati menetaplkan;
a. pejabat vang dibcrl wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SEM;
¢. pejabat vang diberi wewenang mengesahlan slirat
portanggungawaban;
d. pojabat yang diberi wewenang menandatangan SP2D;
¢, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f bendahara Penerimaan Pembantu den Bendahars Pengeluaran
Pembanlu; dan
g, pejabal lainnya dalam rangka pelaksanaan APED.
Keputusan Bupati tentany penetapan pejabat scbagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilakuksn sebelum dimulainya tahun anggaran yang
herkenaan.




(1]

{2)

3]

(1}

(3]

()

(1}

2]

Bagian Kedus
Pelaksanaan dan Penatsusahaan Kas Umum Daerah

Pagal 117

Dalam rangka pengelolaan wuang Daerzh, PPRD selaka BUD
membuka Rekening Kas Umum Dacrah pada bank umum yang
sehal.

Dank umum scbagaimans dimaksud pada wyat {1} ditetapkan oleh
Bupati sesiai dengan keteniuan Peraturan Perundang-undangsdi.
Penetapan bank umum sebagaimans dirnaksud pada ayar [2) dimuat
dalam perjanjian  antars. BUD  dengan bank umom  yang
bersangkutan.

Pasal 118

Dalam pclaksanaan operasional Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran
Dacrah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengelueran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Rekening  penerimasn  sebagsimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk menampung Penernimaan Daerah setdap hari.
Rekening penerimaan  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diopcrasikan  schagai  rekening hersaldo nihil yang scluruh
penerimusnnya dipindahbukukan ke Relzening Kas (Imum Daerah
paling sedikit sckali sehar pada akhir hari.

Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat
(3] secara teknis belum  dapat dilakulkan setiap Thari,
pemindahbuluan dapat Ailakuksan secara berkala yung ditetapkan
dalam Peraturan Bupali

Rekening pengeluaran  sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dioperasilkan sebagai rekening yamg menampung pagu dana vniuk
membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencansa pengeluaran,
vang besarannya ditelapkan dengan Peraturan Bupsti.
Pemindahbukuan dana dari rekening pencrimaan dan/atan rekening
pengeluaran pada bank umum ke Relkening Kas Umum Dacrah
dilakukan atas perintah BUD.

Pagal 119

Bupat dapat memberi izin kepuda kepala SKPD untuk membuka
rekening penerimann melalul BUD yang ditetaphlan nleh Bupati pada
bank umum.

Bupati dapal memberikan izin kepude kepala SKPD untuk membuks
rekening pengeluaran melahui BUD yang diterapkan oleh Bupati pada
bank umum untuk menampung UP.

Pasal 120

Pemerintzh Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau
imbalan lainnya atas dana yung disimpan pada bank berdasarkan tingkat
suku bunga dan/atau jasa giro yang berlalm sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,




Pasal 121

Bisya vang timbul schubungan dengan pelayanan yang dibcrikan olch
bank didasarkan pada ketentuan vyang berlaku pada bank vang
bersangkutan dan  sesusi  dengan  keteniuan Peraturan Porundang-
undangss.

(=t

(1)

(<)

(3)

(1)
(2]

(=]

(4]

Pasal 122

Dalam rangks manajemen  kas, Pemerintah Daerah  dapat
mendepositokan dan/atau melaloukan investasi jangka pendek atas
pang milik Dacrah vang sementara belum digunalan scpanjang tidak
menggpangga likuiditaz Keuangan Duerah, tugas Dacrah, dan kualilas
pelayanan publik.

Deposito dan/slau invesiasi janghs pendek sebagrimena dimalsud
avat (1) harus disetor ke Rekening Kas Uinum Daerah paling lambat
per 31 Desemboer.

Bagian Keliga
Penyiapan Dokumen Pelaksanasn Anggaran
Satyan Kerja Perangkal Daerah

Pasal 123

PPED memberitahukan keparda kepala SKPD) agar menyusuil
dan menyvampaiksn rancangan DPA SKFD paling lambat 3 {tiga]
hari eetelah Peruluran Bupati tentsng Penjabaran APBD
ditctapkan.

Rancangan DPA SKPD schagaimana dimalksud pada ayar (1)
memuat  Sasaran  yang  hendak dicapal, [angsi, Program,
Kegiatan, anggaran yang disediakan uniuk mencHpal Sasaran
tersebul, rencana penerimaan dand, dan rencana pcnarikan
dana setiap suluan kerja serta pondapatan yang diperiarakan.
Kepala BKPD menyerahkan rancangsan DPA SKPD wvang telah
disusun kepada PPKD paling lambat & (enam) han arielah
pemberilehuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
disampaikan.

Pasal 124

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD borsama dengan
keepala SKPD vang bersanglkutarn.

Verifikasi atas rancangan 1JPA SKPD schbugaimana dimaksud pada
ayat (1} disclesesikan paling lambat 15 [lima belas) hari sejak
ditetapkannya Peraturan Dupati tentang Penjabaran APBL.
Berdasarkan hasil verifikasi schapaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD selelsh mecndapalkan
perserujuan Sckretaris Dacrah.

Dalam hal hasil verifikasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tidalk
scauai dengan Peraturan Bupabl lentang Penjabaran AFBD, BEPD
melakukan penyemnpurnasn rancangan DPA SEPD untuk disahkan
oleh PPKD dengan persetujusn Sekretaris Daerah,




=)

(&)

(1)

(2]

(1)

(2]

DPA SKPT yang ielah disshkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4] disampaikan kepala SKPD yang hersangkulan dan
kepada saluan kerja vang secara [ungsional melakukan pocngawasan
Daerah paling lambat 7 (tujuh) han sejak tanggal disahkan.

DPA SKPD schapaimana dimaksud pada ayat ([3) dan ayvat |4
digunakan sebagai dasar pelaksamuan anggaran oleh kepala BSEPD
sclaku PA.

Bagian Keempat
Angeparan Kas dan SPD

Paszal 125

PPKD selalu BUD menyusun Anpgaran Kas Pemerintah TNaerah
antuk  mengetur ketersediasn dana dalam mendanai pengeluaran
gesnai deppun rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memual
perkivaan arus kas masuk yung bereumber dari poneritnaan dan
perkiroon  arus  kas  keluar yang digunakan untuk mcndanai
Pengelusran Dacrah dalam setiap periode.

Pasal 126

Dalam rangka manajermen kas, PPRD menerbitkan 8PD dengan

memperlimbangkan:

a. Angparan Kss Pemerintah Daerah;

b, ketersediasn dana di Kas Umuam Dacrah; dan

c. penjadwalan pembayaran pelalsansan anggaran yang tercanilium
dalam DPA SKPD.

SPD schagaimana dinaksud pada ayal (1) disiapkan oleh Kuass

BUD uniuk ditandatangani oleh PIKD.

Pasal 127

Ketentusn lebih lanjut mengenai tals cara pelaksansasn  Pelyusunan
Anggaran Kus dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan
Pasal 126 diarur dalsm Peraturan Bupali berpedoman pada Peraturan
Mentcri Dalam Negeri.

(=

Bagian Kelima
Peluksanaan dan Penatausahaan Pendaparan Maerah

Pasal 128

Bendahara Penerimaan wajib menyetor scluruh pencrimaannya ke
Rekening Kas Umum Dacrah paling lambat dalam wakou 1 (satu)
hari.

Dulam  hal kondisi geografis  Daerah sulit  dijangkau  dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan  jasa
keuangan, serta kondisi objcktil lainnya, pemyetoran penerimaan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebibi 1 (satu) hari
vang diatur dalam Peratursn Bupati,

Setinp ponerimaan harus diduloumg, oleh bulkti yang lenghkap dan sah
atas sctoran.




(4)

(5]

(1)

(2]

(3]

[<)

(4]

(1)

(2]

(3}

(1)

Bulkti sehagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat meliputi dokumen
elektronil,

Pemyetoran penerimaan pendspatan sebagaimana dimaksud pade
avat (1) menggunakan surat tands setoran.

Pasal 129

Penyetoran penerimaan pendapatan sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 128 ayat (3] dilakulkan secara {unal dan/atau non tunal.

Penyetoran  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diangsgap sah

aptelah Kussa BUD menerima nota kredit atau dolumen lain yang

dipersamakat.

Bendehara Penerimaan dilarang menyimpan usang, cek, atan surat

berharga yang dalam pengUasaanTiye.

a. lebih dari 1 {s=iu] hari, kecuali erdapat keadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2); danfatau

b. atas nama pribadi,

Pasal 130

Bendahsra Penerimaan  pada SKPD  wajib tnenyelenggaralkan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyctoran  atas
penerimasn yHang menjadi tanggung jawabinya.

Bendahara Pencrimaan pads SKEPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  pencrimaan kepada PA melalwi PI'E SKPD
paling lambat langgal 5 bulan berilutnya.

Bendahara Penerimasn pada SKPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
L0 bulan berilkumys.

PPED melaloulkan verifikesi, cvaluasi, dan analisisz atms laporan
pertangpungjawaban pererimasm sebagaimana dimaksud pade ayat
() dalam rangka rckonsiliasi penerimaan.

Puagal 131

Pengembalian atas kelebihan Pencrimesn Dacrah yvang sifathya
berulanz den terjadi peda (ahun yang sama Inaupun tahun
sebelumnyva  dilekuksn  dengan  membebankan  pada rekening
pencrimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
herulang vang terjadi dalam tahun yang sama dilaleulkkan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah vang sifatnya tidak
beralang yang terjadi pada 1shun scbelumnya dilakukan dengan
membebanlan pada rekening belanja tidak terduga.,

Bagian Keenam
Pelolkeanaan dan Penatausahaan Belanja Dacrah

Pasal 132

Setiap pengeluaran harus didukung bukl yang lengkap dan sah
mengenai hak vang diperoleh oleh pihak yang menHgih.
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Pengeluaran kas yvang mengakibatican Beban AFBD tidak dapat
dilakukan scbelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pengcluaran kas sebageimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk  pengeluaran  kKeadaan darural dan/alan  lkeperluan
mendesak scsus ketentuan Poraturen Perundang-undangan.

Pasal 133

Dendahars Pengelusran mengajukan SPP kepada PA melalui PPE
SKPD berdasarkan SPD atau deokumen lan yang dipersamakan
dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KA berdasarksn pertimbangan besaran
SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengclusran pembantu
melslui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dekumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepads KPA berdasarkan pertimbangan bhesaran
anggaran Kegiatan SKEI'D, dizampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berduss rkan SPD atau dokumen lain
vang dipersamakan dengan SPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri atas.

a. SPPUP;

b, SPF GU;
¢. SPPTU, dan
d. SPPLS.

SPP sebagairmana dimaksud pads ayat (2] dan ayat (3} terdiri atas:
a. 8PP TU; dan
L. SPP LS.

*agal 134

Penerbitan  dan  pengajuan  dokumen SPP UP  dilakulan aleh
Bendahars Pengclusran dalam ranglka pengisian UP.

Pencrhitan dan pengajuan dokumen SPP GU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganl UP.

Kelentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2) ditctapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan melampirkan RKepulusan Bupali tentang Desaran UP
sehapaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengajuan SPP (U scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan doloumen asli periangpungjawaban pcnggunaan uP.

Paszal 135

Bendahara Pengeluaran slau Bendshsra Pengelueran pombantu
mengajuksn SPP TU untuk melaksanakan Kegialan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS danfatau SPP
UP/GU.

Datas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persctujusan dari
PPKD denpan memperhatikan rincian  kebutuhan dan  wakinn
penggunasnnya ditetapkan dengsn Peraturan Bupa ti.

Dalam hal sisa TU tidak habis digunaksn dalam 1 (satu) bulan, siss
TU disetor ke Rekening Kas Urnum Dacrah.
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(1)

Ketentuan batas waldtu penyvetoran sisa TU scbagaimana dimalesud

pada ayat (3) dikecualikkan untuk:

a. kegialan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satw) bulan;
dan/atau

b. kegiatan vang mengalami perubahan judwal dari yang lelah
ditetaplkan sebelumnya akibal peristiwa di luar lkendali PAKPA.

Pengajuan SIP TU schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan daftar rincian rencana ponggunasn dana.

Pasal 136

Penerbitan dan pengajuan dokumen SFP L3 dilakukan eleh

Bendanara Pengehuaran untuk pembayaran.

a. gaji dan tunjangan;

b. kepada pihak ketiga atas pengadsan bararng dan jese; dan

c. kepada pihsek ketiga lainnys sesuail dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangAan.

Fengajuan dokumen SPP LS antuk pembayaran pengadasn barang

dan jusu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b dupat jugs

dilakukan oleh Bendshera Pengeluaran pembantu dalam hal PA

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 137

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jase schageiman: dimelesud dalam Pasal 136 avat (1) huruf b
aleli Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penpeluaran Pembaniu,
dilakiskan paling lambat 3 {tiga) hari sejak diterimanya ragihan dari
pihak kctiga melalui PPTR.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelenpglapan persyaratan yang
ditetapkan sesual  dengan  ketcniuan Peraturan  Perundang-
undangan.

Pasal 135

Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimuana dimaksud dalam Pasal
134 ayat (1). PA mengajukan perminiaen UP kepads Kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM UF.

Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimans dimaksud dalanm Pasal
134 ayal (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan
leepada Kuasa BUD dengsn menerbitkan SPM GU.

Berdasarkan pengajuan SPP Tl sebagaimana dimaksud dalam Pasal
134 avat (1), PA/KPA mengajukan perminiaan TU kepada Kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM TUL

Pasal 1349

Berdasarkan S L8 wang  diajukan  oleh  Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran pernbantu sebagaimans

dimaksud dualam Pasal 136 ayat (1), PPE SKPD/PPK Unit SKPD

melakulan verifiloas? atas:

2. kchbenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagin;

b. kelengkapan dokumen yang menjsdi porsyaratan / sehubungsn
dengan ikatan; perjanjian pengadaan barang/jasa; dan

. ketersediaan dana yang bersangkutan.




(2)

ed

(1)
(2]

(3

()

155}

(1)

(2]

i3

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PA/KPA memerinlahkan pembayaran atas Beban APBD  melalui
penerbitan SPM L3 kepada Kuasa BUD.

Dulam hal hasil verifikasi tidak mememshi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM L5,

PA/KPA mengembalikan dokumen SFP LS dalam hial hasil verifilzasi
tidak memennhi svarat scbegaimona dimalksud pada ayal (3) paling
lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 140

Kuass DUD menerbitkon SP2D berdusarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA vang ditujukan kepada bank gperasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling lama 3

{dua} hari sejak SPM diterima.

Dalam rangka pencrbitan 8P2D scbagaimana dimaksud paca ayel

(2], Kuasa BUD berkewsajiban untuk:

w. mencliti kelengkapen SPM yang ditcrbitkan oleh PAJEPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/JKPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APED vang
tercantum dalam perintah pembayaran;

¢, menguji ketersedinan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagal dasar Pengeluaran
Draerah.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D vang digjukan PA/KPA apabila:

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Joawab PA/RPA;
dan/arau

b. pengeluaran fersebut melampau pagu.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal kKetentuan

sebagrimana dimaksud pada ayat (4) peling lambat 1 (saf) hari

terhitung scjak diterimanys SPM.

Paaal 141

Bondahata Pengeluaran/ Bendahara Fengeluaran pocmbaniu

melaksanakan pembayaran sctelah:

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan
olch PA/KPA beserta bulti transalesinys,

b. menguji kebenaran pechitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

c. mengaji ketersediaan dana yang bersangkutan,

Rendahara Pengeluaran/Bendahara Pemgeluaran pembantu wajib

menolale melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan

schagaimana dimaksud pada ayart (1) tidak dipenuhi.

Bendahura Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembanta

bertanggungjawab  secara  pribadi  afas pembayaTan Vang

dilaksanakannya.




Pasal 142

Bendahara Mongeluaran/Bendahara Pengeluaran pembania scbagal wajib
pungut Pajak Penghasilan (FPh) dan pajak lainova wajib menyetorkan
scluruh penerimasn potongan dan pajak yvang dipungutnya ke Rekening
Kas Urum Megora,

Pasal 143

PA/TPA dilarang menerbitkan 3PM yvang membeha ni tahun anggaran yang
berkenaan sctilah tahun anggaran berakhir,

(1)

(2]

(5]

(4]

(5

(1)
(2)

(3]

Masal 144

Bendahara Pengeluaran secara administrarif wajib
mempertanggungjawablkan penggunaan up/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan beriluatmya.
Bendahara Pengeluarsn/Bendahara Pengeluaran pembanta pada
SKPD wajib mempertanggungjawablan  secara fungsional atas
pcngelolaan  uang  yang menjadi  fAnggung juwabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD paling lambart tanggal 10 bulan berikutnys.
Ketentuan batas wakiu pencrbitan surst pengesahan  laporan
pertanggungiawaban  pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan  pertanggungjawabar ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahars Pengeluaran pembantu sccara fungsional
gebaguimana dimaksud padaayat (2) dilakeenalkan sctelah diterbitkan
surat pengesshan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
Untuk terlib laporan permanggungjawsban pada  akhir  tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Descmber
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujirh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayasn Daerah

Paszal 145

Peluksanaan dan penatausshaan penenimaan dan pengelaaraan
Pembiayasn Dacrah dilakukan olch kepala SKPRD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakuksn melahi Rekening Kas Umum
Draerat.

Dalam hal penerimaan dan  pengelusran  Pombiayean Dacrah
achagnimana dimaksud pada ayat [2) sesuai keiemfuan peraluran
perundang-undangan tidak dilakuken melalui Rekening Kas Umum
Daersh, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan
dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.




Pasal 146

Keadaan vang menyebabkan SIiLPA tabun schelumnyva digunakan dalam
tahun angparan berjalan untuk:

a.
b.

(1)

(2)

(3}

(4]

12}

[}

menuiupi defisil anggaran,

mendanat  kewajiban  Pemeriniah  Daersh  yang belum  tersedia
ATIZEATANDYA;

membayar bungs dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang
melampani anggaran yang lersedia mendahului perubahan APBD;
melunasi kewajiban bunga dan polkolk Utang;

mendanal kenaikan gaji dan tunjangan pegawal ASN akibal adanya
kebijakan Pemecnniah:

mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannys;
dan/atau

mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari
vang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yHng
dopat  diselesaikan sampai  dengan  balas akhir penyclesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 147

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangsn ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pooggunasn Dharna
Cadangan sceuai peruntukannya.

bermindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Ummum Daerah sebagmimuna dimaksud pade ayat (1) dilakukan
zetelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perds
tentang pembeniukan Duna  Cedangan  yang bersanglkulan
menculapi.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling tinggi
sejumlah pagu Dana Crdangan  yang akan digunakan scsuai
peruntukannya pada tshun anggaran yang berkenaan sesual dengan
vang dileltapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana
Cadangan.

Pemindahbulkuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening kKas
Umum Dacrah sebagaimena dimaksud pada avat (1) dilakulkan
dengan surat perintah pemindahbukuan eleh BUD fEuasa BUD atas
persctujuan PPED,

Pasal 148

Pengalokasian anggaran untuk pecmbentukan Dana Cadangan dalam
fahun anggaran yang berkenaan sesual dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
Alokasi angparan  scbagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
dipindahbukuksn dari Rekening Kas Umum Dacrah ke rchkenmg
Dana Cadangan.

Pemindshbulkuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilalogkan
dengan surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPED.




Pasal 1449

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran peimbiayasn, Kuasa BUD

berkewajiban unluk:

a. meneliti kelengkapan perinish  pembayaran ¥arlg diterbitkan olch
kepala SKPKED;

b, menguji kebenaran perhitungan pengeluaran  Pembiaysan  yang
tercantum dalam perintah pembayAT4r;

c. menguji kelersediaan dana yang bersangliatan; dan

menolak  pencairan  dana, apabila perintah pembayaran  alas

pengeluaran  Pembilayaan lidlalr memcnuhi  persyaratan  yang

ditetaplan.

T

Ragian Kedelapsan
Penpelolaan Barang Milik Daerah

Posal L0

i1y DPengelolasn BML adalah kescluruhan Kegiatan yang mmeliputi

nerencansan  kebutuhan fan pengangysran, pengadaui,
penggunaan, pemanfaatan, pengarmanan dan pemeclibaraan,
penilaian, pemindahtanganan, pe musnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.

(2] Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
scsual denpan Perda tenuang Pengelolaan BMD sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
LAFORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGA RAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANCGARAN PENDAPATAN
DAN HELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Ssmesler Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah

Pasal 151

(1} Pemerintah Daecrsh menvusun laporan rcalisasi scmester poeriama
AIBD dan prognosis untuk & [enam] bulan berikutnya.

{2) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPRD peling lambat padas akhir bulan Juli whun anggaren
herkenaan.

Brglan Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Pasal 1522

(1} Laporan realisasi semester pertama APBPD sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 151 menjadi dasar perubahan APBD,

{2) Perubshan APDD  scbagsimana dimaksud pada syvat (1) dapat
dilakuksn apahila terjadi:
a. perkembangan vang lidak sesuai dengan ssumsi KUA;




b. keadsan vang menyebabkan harus diakukan pergescran
angparan antar organisasi, antar unil organisasi, antar Program,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

¢, keadasn yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
haruas digunakan dalam tahun anggaran berla lan;

d. keadasn darural; dan/atsu

e, keadasn luar biasa.

Buagian Ketiga
Perubahan Kebijalan Umum Anggaran Pendapalan dan Belanja Taerah
dumn Prioritas dan Dlafon Anggaran Scmentara Perubahan

Pasal 153

(1] Perkembangan yang tlak segual denpan asumsi KUA
schagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf & dapat
berupa terjadinya:

a. pelampavan atau  tidak lercapainya  proyeksi Pendapatan
Dacrah;

h. pelampauan sl tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah,
dan fatau

¢. perubshan sumber dan penggunasn Pembiayaan Daerah,

(2] Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan
ssumsi KUA sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ke dalam
rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan
perubahan REKPL.

{3} Dalam rancangun perubshan KUA sebagaimana dirnaksud pada
avat (2) disertal penjclasan mengenal perbedaan asumsi dengan
KUA vang ditetapkan sebelumnys.

{4] Dalam rancangan Perubahan FPAS sebagaimana dimaksud pada
avvat (2) disertail penjelasan:

4. Program dan Kegiatan yang dapat diusulizan uniuk ditampung
dalam perubahan AFBD dengan mempertimbangkan  sisa
wakiu pelalssansan APBD tahun anggaran berjalan:

b. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus
dilurangi dalam peruhahan APBD apabila asumsi KUA tidak
{ercapal; dan

¢. copaisn sasaran kincrja Program dan Kegiatan yang hars
ditingkatkan dalam perubshan APBD apabila melampati
asums KUA,

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 154
Pergescran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit

organisasi, antar Program, antar Kegiatan, den antar jenis belanja, antar
ohyek belanja, dan/atan antar rinclan ohyelk belanja.




Paszal 1235

(1) Pergeseran &fggaran antar organisasi., ancar unit organisasi, antar
Program, antar Kegialan, dan antar jenis belanja sebagmimana
dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan melalus perubahan Perda
entang APBD,

(2] Pergesersn snggaran antar ohvek belunja, dan/atau antar rincian
nbyek belanja schagaimana dimsksud dalam Pasal 153 dilakukan
melalui perubahan Peraniran Bupsli tentang Menjabaran AFBED.

{3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belarga dan anlar rinecian
obyek belanja dalam obyck belanja sebagaimana dirmnaksud pada ayal
(1} ditetapkan oleh Bupati.

|4] lorgeseran anggaran sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dan ayat
(2] diformulasikan dalam Peruthahan DPA SKPD.

(5) Perubshan Mcraturam Bupati tentang Penjabaran APBD pebagalmaBTia
dimaksud pada ayat (2) sclanjutaya dianggarkan dalam Rancangan
Perda tentang Perubahan APBD alau ditampung dalam laporan
realisasi anggaran.

(6) Perubahan Peraiuran Bupatl tentang Penjabaran APBD schagaimarna
dimaksud  pada  avat [5) ditampung dalam laporan realisasi
snpggaran apabila;

a. tidak melalkakan perubahan APRD; atau
b. pergeseran  dilakukan setelab ditetapkannya Perda lentang
Perubshan APDD.

| EKetentuan lebih lanjut mengenal tATA Card PETEEsSran anggaran
diatur dalam Persturan Bupatl sesuai dengen ketentuan Persiuaran
Perundang-undangan.

=

|

Nagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnys dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 156

Penggunasn SIiLFA tahun schelumnya untuk pendansan pongeluaran
sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 146 diformulasikan terlebih dahuba
dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau REA-SKEPD.

Buagian Kecnam
Pendanasn Keadaan Darwrar

Pasal 157

(1} Pemerintah Dserah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
kendaan darurat vang belum tersedia angeseainnys sehagaimans
ditnaksud delam Pasal 66 ayat (1) dalam rancangsn perabahsn
ABLY,

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan dararal
rebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan
APBD miuu dalam hal Pemerintah  Daerah  tidak melakukan
perubahan APBD maksa pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.




(1)

3]

(1)

(1]

{1]

12

Bagian Ketujuh
Pendanoan Keadaan Luar Biasa

Pasal 158

Perubahan APBD hanva dapat dilakukan 1 (satu) kall dalam | [satu)
tabun anggaran, kKecuali dalam keadsan lusr hiasa sebhagaimans
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2] huraf e.

Kendnan luar biass sebagaimena dimaksud pada ayat (1} merupalan
keadaan vong menychabkan estmasl penerimaan  danatau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenailsn atau penurunan lebib
besar dard 50% (lima pulub perscraius).

Ketentuan mengenai porubmhan APBD akibat keadaan luar biasa
sebagmimana dimaksud pada ayat (1) dislur dalam Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pazal 159

Dalam  hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimas
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dan 50% (lima
puluh perseratus) sebagaimana dimuksud dalam Pasal 158 ayat (2]
dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan
papaian Sasaran Kinerja Program dan kegiatan dalam labun
anpggaran berkenaan.

Dalam hnal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimean dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima
pulub perscraius) schagaimana dirnaksud dalam Pasal 158 ayat [2)
dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian
Sosaran Kinerja Prowram dan  Kegiaten  loinnys dalam tahun
anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Paszal 160

Rancangan perubshan KUA  dan  rancangsan perubahan PPAS
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (¥ disampaikan
kepada DPRD paling Jambat minggu pcrtama bulan Agustus dalam
tahun angearan yang berkenasm.

Rancangan perubahan KUA dan  rancangsn perubahan  PPAS
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan
discpakati menjadi perubshan KUA dan perubahan PPAS paling
Jambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang
herkenaan.

FPasal 161

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah discpakati Bupali
hersama DFRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayal (2}
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun REA SKPD.
Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebugaimana dimakaud poda
ayat (1) disampaikan kcpada Perangk:at Daerah disertai dengan:

a. Program dan Kegiatan berua;

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubab;




(4]

(1)

2]

¢, batas wakha penyampaian RKA SKPD kepads PPKLY danfatau

d. dokumen schagai lampirsn meclipuli kode rekening perubahan
APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanga, standatr harga
satuan dan perencsnaan kebutuhan BMD scria dekumen lain
vang dibutuhkan.

Penyampaian sebagaimansa dimakeud poda ayat (2) dilakulkan peling,

lambai minggu ketlga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 164

Kepala SKPD menyusurn REA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan
peribahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 avat [2].
REA SKPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan Rencangan Perda tentang
Perubahan APBD.

Paual 163

Ketenluan mengenal taia cara penyusunsan RREA SKPD schupaimana
dirnaksud dalam Pasal 90 berlaku sccara mutalis mutandis terhadap
penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

(1)

(2]

(3]

(1)

{2

Paszal 164

DPA SKPD vang dapat diubah sebagaimana dimuksud dalam Pasal
161 ayat (2) huruf b berupa peninglkatan atau pengurangaf capaiur
sasaran kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan
sermala,

Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan
Kegiatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
perubahan DPA BKFD.

Perubahan DPA SKPD memust capaian Sasaran Kinerja, kelompolk,

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembizyaan

haik sebelum dilakaikan perubahan maupun sctelah perubahan.
Pusal 1G53

REA SKPD vang memual Program dan Kegiatan hary dan perubahan
DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APED yang
telah disusun oleh SKEPD disampaikan kepada TAPD melaiui PPED
antuk diverifikasi.

Verifikusi sebagaimana dimaksud pada ayst (1) dilakukan olehl TAPD
untul menelash kesesuzian antars RKA SKPD dan perubshan DPA
SKPD dengan:

perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

Prakiraan Maju yang telah disctojul;

dokumen perencanaan lainnys;

Capaian Kanetja;

Indilcator Kinerjs;

analisis standar belanjs;

standar harga satusmn;,

perencanasn kebuiuhan BMD;

Standar Pelayanan Minimal; dan

Program dan Kegiatan antar REA SKPD dan perubahan DFPA
SEPL.

SR RO EP




(3] Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada aval (1)
terdapat ketidaksesuaian, kepala SKI'D melakukan penyempumeaan.

Fasal 166

(1} PPED) menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APED dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dean perubahan TPA
BEPD yang telah discmpurnakan oleh kepala SKPD.

(2] Rancangan Perds tentang Perubshan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) rnemuat lampiran paling sedikit terdini atas:

a. ringkasan APBD vang diklasifikasi menurit kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b, ringkasan APBD menurul urusan pemerintahan Dacrah dan
OrgAnisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
Program, Kegialan, kclompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan:

d. rekapitulasi Belanja Dacrah dan kesesuaian menural urusan
Pemernntahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

2. rekapilulasi Belanja Daersh untuk keselarasan dan keterpadusn
urusan Pemerintahan Daersh dan fungsi dalam  kerangka
pengelolaan keuangan negara;
daftar jumlah pegawal per golongan dan per jabatan:
daftar Mutang Daerah;
dallar penyertaan modal Dacrah dan investasi Daerah lainnya;
daltar perlaoraan penambahan dan pengurangan asct tetap
Daerah;

j- dafiar perkiraan penambahan dan pengurangan asct lain-lain:

k. daflar Kegiatan tahun anggaran sebelummys yvang belum
disclesaikan dan dianggarkan kembsli dalam tahun anggaran
berkenaan;

l. daftar dana cadangan Daerah: dan

m. dafter Pinjaman Dacrah.

19} Dolkumen pendukung sebapgaimana dimaksud pada syat (1) terdiri
aias nola keuangan dan Rancangan Peralursn Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APED.

(4} Rancangan Peraluran Bupati tentang Penjabaran Perubahan APED
sebagaimana dimaksud pada avat (3) memual lampiran paling sedikii
terdiri aras:

g, ringkasan penjabaran  perubahan APBD  yang  dildasifikasi
menurut, jenis, obyck, dan rinciun obyck pendaparan, belanja,
dan Pembiavaan;

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyck, rincian
obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayvaon;

c. daftar nama pencrima, alamat penerima, dan besaran hibali: dan

d. daftar nama penerirmyg, alamar penerima, dan bessran bantuan
sogial.

e

Pasal 167

Rancangan Ferda tentang Perubahan APBD yang telah disusun olch PPKD
disampaikan kepada Bupati.




Bagan Kesembilun
Penetapan Perubahan Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah

Pazal 168

Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perdsa tentans Perubahan APRED
kepada DFRD disertai penjelasan dan dokumen pendulaing untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersamsa paling lambat
minggu kedua bulan September tahun anggaran borkerasan.

{1)

(2]

(1}

(2]

(2]

(1]

Paszal 169

Fembahasun  Rancangsn  Perda  lentang  Perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan
Rancangan Perda tenlang Perubshan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung sesvai dengan ketentuan Peraturan Perandang-
undangan.

Pembahasan Rancangan  Perda tentans Perubahan APERD
berpedoman pada perubahan REPD, perubahan KUA, dan Perubahan
PPAL,

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Ranecangan Peraturan Dasrah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Dacrah

Pasal 170

Pengambilan  keputusan mengenai Rancangan  Perda tentang
Perubmhan APBD dilakukan oleh DPRD bersams Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan scbelum tshun angparan vang berkenaan
berakhie.

Dalam hal DPRTY sampai batas waktu sebsgsimana dimeksud pada
ayat (1 fidak mengambil keputusan bersams dengan Bupati
terhadap Rancangan Perda tentang  Perubahan APBD, Bupati
melaksanakan pengeluaran yang telah diangsarkan dalam APRD
tahun anggarsn berkenaan,

Penetapan Rancangun Perda tentang Perubshan APBD dilakulkan
sctelah  ditctapkannys  Perda  tentang  Pertangmungjawaban
Pelaksanaan APBD tabun schehamnya.

Bagian Keschelas

Evalnasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daersh dan Peraturan Bupat tentang
Penjebaran Perubahan Angesran Pendapetan dan
Belanja Daerah

Pazsal 171

Rancangan Perda tentang Perubahan APED yang telah disetujin
bersama dan Rancangan Peraiuran Bupali tentang Penjabaran
Perubahan APBD disampaikan kepads Gubermir paling lambat 2
[tiga) hari scjak ranggal persetujuan Fancangan Perda lentang
Perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditctapkan oleh Bupati.




1<)

(3]

(1}

1<)
(3
(4]

(5]

(1)

(2]

(1)

(2]

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Thupati tentang Penjabarsn Perubahan APBD acbagalmana
dimaksud pada avat (1) disertai dengan perubahan REKPD, perubahan
KUA, dan perubshan PPAS yang disepakati antara Bupari dan DPRD.,
Dalam hal Gubernur menyaiakan hasil evaluasi Rancangan Perda
ltemiang Perubaban APBD dean Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD sebsgaimana dimalksud pada ayat (1)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan permindang undangan yang
[ebih tinggi, kepentingan umum, perubahan REPD, perubahan KUA,
Perubahan PPAS, dan RRJIMD, Bupati bersama DPRTY melakulkan
PeOyCIpurnaan paling lama 7 (tujuh) har sejak hasil evalussi
diterima,

Pasal 172

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
171 ayal (3] dilakuken Bupati melaiui TAPD bersumsa dengan DPRD
melahii badan angsaran.

Huuil penyempumaan sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Kepulusan pimpinan DPRD sehagaimans dimaksud pode avat {2)
dijudikan dasar penctapan Perda tentang Perubahan AMBD.
Keputusan pimpinan DPRD sebapgmimana dimaksud pade ayat [2)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimsans dimaksud pada ayar (2)
dissrnpaikan paling lambat 3 (tigs) hari setelah keputusan terscbut
ditetapkan,

BAE VIII
AKUNTANSL DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintzh Daerah

Vasal 173

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

f. Kebijakan Aluntansi Pemerintah Dacrah:

b. SAPD; dan

c. BAS untuk Duaersh, sesuai dengan  kelentuan peraluran
perundang-undangan.

Akuntansi Pemerintah Daersh schagaimansa dimalksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh entitas akunlansi dan entitas relaporan,

1'asal 174

Kebijakan Akuntznsi Pemerintah Daerah sebagaimans dimalesud
dalam Pasal 173 ayat (1) horul a, meliputi kebijakan sluntansi
pelaporan keuangan dan kebijalean akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelsporan kevangan schapsimuna dimaksad
pada ayat (1) memuat penjelssan atas  unsUr-URSUr laporan
keuanpan yang berfungsi  schagal panduan  dalam  penyajian
pelaporan keuangan.




(3]

(1]

(2)

()

(L)

(2]

13

(1]

Kebijakan skuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayval {1)
mengatur definisi, pengakusn, pcengukuran, penilalan, dan/atau
peEngungkapan transaksi alau peristiwa sesiai dengan SAP.

Pazal 175

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b,
memuar pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam meloloukan
identilikasl transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku
besar, penyusunan neraca salde dan penyajlan laporan keuangan.
Penyajian laporan keuangan scbagaimana dimsksud pada ayai {1)
paling sedileit meliputi:

a. laporan rcalisasi anpggarun;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

G, TISTHOH;

d. laporan opcrasional;

e. laporan arus kas;

[ laporan perubahan ckuitas; dan

- ucalatan atas laporan keuangan.

3APD  sehapaimnana  dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem
akuntans SKPKD dan sistem akunilensi SKPD.

e

Pasal 176

BAS untuk Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)
huruf ¢ merupakan pedoman bagi Pemerintabh Dacrah dalam
melakukun kodefilkasi akun vang mengsambarkan siruktur APBD
dan laporan keuangan secara lengkap,

BAS unluk Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujusn
untuk mewujudican statistik keuangan dan laporan keuangan sccara
nasional vang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Dacrah, wvang  meliputi PEngangaaran,
pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan,

BDAS untuk Dacrah scbapaimana dimeksud ayal (2] diselaraskan
dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat.

Bapgian Kedua
I*claporan Keuangan Pomerintah Daersh

Fasal 177

Pelaporan  keuvangan Pemerintah Daerah  merupakan  proses
ponyusunan dan penyajian laporan keuanpgan Pemerintah Dacrah
olch entitas pelaporan scbagai hesil komsolidasi atas  laparan
keuangan BKPD seloku entitas alkuntansi,

Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan oleh kepala SKPD sclaku PA sebagsi Entitas
Akuntansi paling sedikil rneliputs

a. laporan rcalisasi anggaran;

b. neraca:;

. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan,




-]

(1]

(<)

(3]

(1]

[2)

5]

(4

Laporan keusngan SKUD sebagaimans dimaksud peds ayal (1)
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan sctelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

Puasal 178

Laporan Keuangan Pemnerintah Daerab sebagaimana dimaksud pada
Pesal 177 ayat (1] disusun dan disajikan ol kepala SKPKD selaku
PFKD» scbagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati
dulam rangka memenuhi pertanggungiawaban pelaksansan APBD.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebuapaimana dimaksud pada
avat (1) paling sedildt meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubshan saldo anggaran lebih;

£, [Craca;

d. laporan operasional;

e. lapnran arus kas;

f.  laporan perubshan ekuilas; dan

g. catatan atas laporan kenangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebapsimana dimaksud peada
dyat (1) disampaikan kepada Dupati melalui Sekretaris Dacrah
paling lambat 3 (liga) bulan sctelah tahun anggaran beralkhir sesusi
dengan ketentuan Peraturan Ferundang-undangan.

Pa=al 179

Laporan Keusngan Pemerintah Duerah schagaimana dimaksud pada
Pasal 177 ayat (1} dilakuksan reviu cleh aparat pengawas internal
pemerinfah  sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan sebelum  disampaikan  kepada Badan  Pemerikas
Keuangan untuk dilakukan pemerilksaan,

Laporan keuangan Pemerintah Dacrah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kcpads Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 3 jtiga) bulan sctelah tahun anggaran berakhir,

Permeriksaan laporan keusngan olch BPK sebagaimana dimaksod
pada ayat [2] disclesaikan selambut-lambatnya 2 (dus) bulan setelah
mcnerima lapotan keuangan dari Pemeriniah Dacrah.

Dalarm  hal Radan Femeriksa Keuangan belum  menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daersh, Rancangan
Perda tentang Pertangsungjawaban DPelaksanaan APDD  disjulkan
kepada DPRD,

Pazsal 130

Bupat memberikan tanggapan dan melakukan peonyesuatan terhadap
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keusngan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 179 avat (1),
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(2}

Pasal 181

Dalam  rangka memenuhi kewajiban  penyvampaian  informasi
Keuangan Daerah, PA menyusun dan menvajikan laporan kcuangan
SKPD bulanan dan scmesteran untuk disampaikan kepada Bugati
mclalal PPKD  sesual dengan ketentuan  Peraturan Perundang-
undangar.

Dalam  rangks memenuhl  kewajiban  penyampaian  informasi
Keuangan  Daerah, PFKD) menyusun dan menvajikan laporan
kevangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
Lidang keuangan sesusl ketentuan Peruluran Perundang-undangan.

BADR IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWARBAN PELAKSANAAN

(1}

2]

(3]

(1)

<]

ANGOGARAN PENDAPATAN DAN BEELANJA DAERAH
Pasal 182

Bupari menvampaikan Rancangar Perda tentatp
Perlanggungjawaban  Pelaksanasn APBD kepada DPRD  dengan
dilampiri laporan  keuangan yang tclah  diperiksa oleh Badan
Pemeribsa Keuangen sera ikhtisar laporan Kinerja den laporan
kevangan BUMD paling lambat & (enam) bulan setelah tshun
anggaran beralkhir.

Rancangan Perda tentang Pertangoungjawaban Pelaksanaan APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersarma DPRD
uniuk mendapat perseiujusan bersama.

Persetujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dilakukan paling lambal 7 [tujuh) bulan setelah tahun
angparan berakhir

Atas dasur persetujuan bersama scbagaimana dimaksud pada avat
(3), DBupati menyiapkan Rancangan Perataran Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Yazal 183

Rancangan Perda tentang Perlanggungjawaban Pelaksanasn APBD
yang telah disetujui bersama dan Roncangan Peraturan Bupati
ltenlang  'enjabaran  Perlanggungjawaban  Pelaksanuan  APBD
disampaikan kepada Gubcrmur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
scjak tangpal persctujuan Rancangan Pcrda tentang
Pertangeungiewsban Pelaksanaan APBD uniuk dievaluasi sebehumn
thiztapkan oleh Bupari.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluazsl Rancangan Perda
tentang Perlangpungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sceuail
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubshan APED, dan
telah menindaklanjuli iernuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemmeriksa Keuangan, Bupati menetapkan Rancangan Perda tersebut
menjadi Porda.




3}

(1)

)
)

(4}

Dalam hal Gubecrnur menvatakan hasil cvaluasi Rancangsn Perda
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanasn  APBD bertentangan
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan
tidak menindaklanjuli temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa  Keuangan, Bupati bersermz DPRD melakukan
penvempurtiaan pahng lama 7 [(tajuhkl han terhinong sejak hasil
evaluasi diterima.

Pasa] 184

Dalam hal dalam wakta 1 (satu) bulan scjak diterimanya Eancangan
Ferda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDD dari Bupati,
DPRI} lidak mengambil kepulusan bersama dengan Bupat terhadap
Rancangan Perda tentang Pertangmingjawaban Pelaksanaan APBD,
Bupali menyusun dan menetapkan Peratursn  Bupati tentang
Fertangpungiawaban Pelaksanaan APRD,

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan seielah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana  dimaksud pada ayat
(7). rancangan Peraturan Bupati tentang Pettangeungjawoban
Pelaksanaan APBD heserta lampirannya disampailean paling lambai. 7
(lwuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputasan
bersama dengan Bupat terhadap Rancangan Perda tontang
Pertanggungiawaban Iolaksanaan APBD,

Dalam hal dalam batas wakm 135 (lima belas] hari Gubernur tidalk
mengessahkan Kancangan Peraturan Bupsati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupali menetapkan Rancangan Perdluran Bupati
Lersebiut menjadi Peraturan Bupsati,

Bab X
KERKAYAAN DAERAT NDAN LITANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Plutang Daerah

Pasal 185

Setiap pejabul yang diberi knasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kckayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap
Piutang Daerah disclesaikan seluruhnya dengan tepal waktu,
Femerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piulang jenis
tertentu sesuai dengan kelentuan peraturan porundang-undangsn.
Piutang Daersh yang lidak dapat diselesailian sehirubnys dan tepat
waktu, diselesaikan  sesusi dengan ketentuan  Peraturan
Perundangundangan.

Penyelesaian Plulsng Dacrah vang mengakibatkan masalah perdals
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piulang
Daerah wang cars penyelesajannya scsual deongan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.




Pasal 1R6

Piutang Daersh dapat dihapuskan secara mutlak atau bersvarat dari
pembuikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangen
vang mengatur mengenai perighapusan piutang Negara dan Daerah,
kecuali mengenal Piulsng Dacrah vang cara penyelesaiannys dilaboakar
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangsn.

Pasal [87

hetentuan lebih lanjur mengenai penyelesaian Piurang Daerah yang
mengakibatkan masalah perdata sebaguimana dimaksud dalam Pasal 185
ayal (4] dan penghapusan Piulang Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 185, diafur dalam Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 1586

Pemerintah Daerah dapat melalukan investasi dalam rangka memperoleh
manlaal ekonemi, sosial, dan/ateu manfaar lainnya.

Bagian Ketigs
Pengelolaan Barang Milik Dacrah

Pasal 189

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD scsuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undsngan.

Bagan Keempat
Pengelolaan Utang Daernh dan Pinjaman Dacrah

Pasal 190

(1] Bupati dapal melakukan pengelolaan Utang sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2} Bupati cdapat melalukan pinjaman scsual dengan  ketentuan
peraturan pertadang wndanguan.

(3] Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Dacrah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB X1
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal [9]
(11 Pemenntah Daerah dapar membeniuk  BLUD  dalam rangka

meningkalkan  pelayanan  kepada masyvarakat  sesusi dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




(2} Dalam rangka meningkatksn pelayanan kepada masyarakal
sebagaimana dimakaud pada avat (1), Bupati menetaplkan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati vang dilaksanakan oleh
pojabat pongelola BLUD.

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pade ayal (2)
bertangaung jawab alas pelaksanaan kebijakan {leksibilitas BLID
dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutams pada aspek
manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 192

Pelayanan kepada masvarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191

ayat (1) meliputi:

a. penyediaan barang dan/atan jasa layanan umuam:

b pengelolzan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
layanan kepada masvarakat; dan/atau

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu unluk lujusn meningkatkan
porekonomian masyarakal atau Byanan umum.

Fasal 193

(1) BLUD merupakan bagian das Pengelolaan Kcuangan Dacrah.

(2 DBLUD merupakan kekayaan Daerab yang tidak dipizsahkan yang
dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersanglutan
sealal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran,

{4} Laporan keuangan BLUD disusun bordasarkan SAP,

Pasal 194

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD dilakukan oleh kepala SKPD vang bertangpungjawab atas Urusan
FPemernntahan yang bersangkulan.

Fazal 145

(1] Scluruh pendapatan DBLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayal belanja BLUD yang bersangkutan.

[4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendapatan  yang diperoleh darl aktivites peningkatan  kualitas
polasranan BLUD sesuai kebutuhan,

Pasal 190

Rencans bisms dan anggaran scria laporan keuangan dan Kinerga BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari rencana
ketja dan  anggaran, APBD serta laporan keuangan dan  Kinerja
Permeriniah Dacrah.

Poagl] 197

Ketentuan lebih lanjul mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Bupati
vang disusun berpedoman pada peraturan perundang-undatgan,




BAR XII
PENYELESATAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 198

Setlap kerugian  Keusanpgan Deerah vang disebabkan oleh  tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segers diselesaikan
sesuai dengan ketenmian Perafiran Perundang-undasngan.

(L)

2]

(1

(2]

(3)

(4]

Pazal 199

Sctiap bendahara, Pegawal ASN bukan bendahara, atau pejabar lain
yvang ksrena perbuatannya melanggar hukum  atau melalaikan
koewajibannya, baik langsung atan tidak langsung merugikan
Keuvangen Daerah wajih mengesnti keragian dimakesad.

Ketentuan lebih lanjuar mengenso tate cara peonggantan ken1gia_11
Dacrah scbagaimana dimaksud pada aval {1] sesual dengan
keleniuban Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIN
INFORMASI KEEUANGAN DAERAH

Pa=al 200

Pemeriniah Daecrah wajib menyvediakan informasi Kevangan Daerah
dan dinvmumkan kepada maayarakal,
Informasi Keuangan Daerab sebuapasimans dimaksud pads ayat (1)
paling scdikit meomiat  infortnasi  penpanggeran,  pelaksanaasn
anggaran, dan laporan keuangan,
Informas Keuangan Dacrah schapsimana dimaksud pada ayat (1)
dlg‘lmai{a_u untuk:

membaniu  Bupati dalam menyusun  anggaran Daerash dan

laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membaniu DBupati dalam merumuskan kebijakan Kouangan
Daerah;
membantu Bupat: dalam melalukan evaluasi Kinerja Keuangan
Dacrah;
menyvdiakan statistik kenangan Pemerintah Daerah;
menduliung keterbubkaan informasi kepada masyaralaat;
mcndukung penyelenggaraan sislem informasi Keuangan Daerah;
dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Kevangan Daerah.
Informasi Ecuangan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayvat [2)
harus mudsh diskses olch masyarakat dan wajib disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusuan pemernntahon dalam
ncecri dan menteri yang menyelenggarakan uwnasan pemerintahan di
bidang keuangan.

&3

S

Pasal 201

Dalam hal Bupati tidak mensumumban informasi Keuangan Dasrah
sebagaimeans dimaksud dalam Pasal 200 dikenai sanksi administeatil
sesUH] denygan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




BAB XTIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

FPagal 202

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan
Dacran kepada Peranglkal Dacrah.

(1)

(2)

(1)

(2]

(=)

(1]
%)

2]

Fasal 203

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dilakukan
dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, scrta
penclitian dan pengembangan.

Pengawasan sebagsimana dimalksud delam Pasal 202 dilakukan
dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, birmbingsan teknis,
dan hentuk pengawasan lainnva sesusi dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 204

Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis,
cfuktl, cfisien, transparan, dan akuntabel, Bupaii wajib melakukan
pengendsalisn internal atas penyelengpuraan Kegiatan pemesiniahan
di Daerah.

Kelentuan mengenai penyelengearaan sisicm pengendalian internal
sebagaimana dimaksud peds ayast (1) scsual dengan kelentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pengelolasan  Keuangan  Daerah,  Pemerintah  Daerah
melibatkan parlisipasi  masvarakor  sesued  dengsn ketontuan
poraturan perundang-undangan.

Pazal 205

Pemnerintah  Dacrah menerapkan sistem  pemerintahan berbasisg

clektronik dalam Pengelolaan Keuangan Dacrah.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elekironik sebagaimana

dimalksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berishap disesuaikan

dengan kondist dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.

FPemenntah Daerah wajlb menerapkan sistem pemerintahan berbasis

clekironik  di  bidang Pongclolaan Kouangan Dacralr  secara

tenntegrasi pahing scdilat mehputs

a. penvusunan Program den Kegeian dan rencana kesns Pemenntah
Daerah;

b. penyusunan rencana kerja SKPD;

penyusuhan anggacan;

pengclolaan Pondapatan Dacrah;

pclaksanaan dan penatausahasn Keuangan Daerah;

Aalcumians dan pelaporsn; dan

pengadaan barang dan jasa,

oo oan



BAR XV
KEETENTUAN PENUTUP

Pagal 206/

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlak, Peraluran Daerah Nomor
14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolagn Keuangan Daerah
\Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri TTulu Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Decrah Kabupaten Tndragiri Huwu Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraluran Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keusnpgan Daerah [Lembaran Dacrah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 207
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanpggal divndangkan.

Agar sctiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan [mcrah ini dengan pencmpatannya delam Lembaran Daerah
Kabupsten Indragiri Hula.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal} November 2022 /

. BUPATI INDRAGIRI HULU,
4 ;- Y-

Dinndangkan di Rengat

pada tanggal '3 November 2022
SEKRETARIZ DAERAH
HABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR % _

NO.REG. PERATURAN DAERAH EABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI
RIAU [6.67.C/2022).




FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR  TAHUN
TENTANCE
POKOK-POKOE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

[. UMM

Terbimya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rfentang
FPemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomaor 372
Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerab merupakan dinamika
dulam perkembangsn Pemerintahan Daerah dalam rangks menjawab
permasalahan vang terjadi pada Pemeriniahan Dacrah. Perubahan
kebijukan Pemerintahan Deerah yang diatur dalam Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah  telah
memberikan dampak yang cukup besar bagl berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengensi Pemerintahan Daerah,
lermasuk pengaturan mengensai Fengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pomerintaban Daerah, pengaturen mengenai Pengelolaan
Keuangan Dacrah juga mengacu pada ketentusn  peraturan
perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negora, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 15 tahun
2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangsung Jawab
Reuangan Negara dan Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karcna  iha,
Peroturan Pemoerintah Nomor 12 Tehun 2019 disusun  untulk
menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Dacrah vang
scbelumnya distur dalam Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005
temtang Pengelolaan  Keuangan Daeerah, Bahwa penvempurnasn
pengaturan tersebut juga dilukukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata
Pengelolaan  Keuvangan TDaerah yang  baik, wvaitu  transparansi,
akuntaiilitas, dan partisipetif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Numor 12 Tahun 2019, maks
disusunnya Peraturan Daerah tentang Pokok-Polkok Pengelolaan
Kcuangan Daerah ini adalah uniuk menggantkan Peraturan Dacrah
Nomer 14 iahun 2008 tentang Pokok-Pokok DPengelolasn Keuangan
Dacrah sebagaimana telah divbeh dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daeroh Nomeor 14
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keusngan Dacrah yang
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Schbagaimana distur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Peraturan Deerah
ini mencakup pengaturan mengenai porocncanaan dan pENgANZEAran,
pelaksanaan dan penatausshaan, dan pertanesungjawaban keuangan
Daerah, dengan penjelasan sebagai berikout ;




a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan  dan pengangearan dalam  Pemerintahan
Duerah mengpunakan pendelatan Kinerja. Pendekatan im lebih
menggescr ponckanan penganggaran dari yang berfokus kepada
pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terulkur dari akiivitas dan
'rogram kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan iml akan
mempermdah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran
KEinerja dalam pencapaian fujuan dan Sasaran pelayvanan publik.
Karakienstik dan pendekatan mi  adalah proscs untuok
mengklarilkasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga
berdasarkan uml organisasi. Anggaran vang telab terkelompokian
dalam Kegiatan aksn memudahkan pihak yang berkepentingan
untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cears  lerlebih
dahulu membuat indikator vang reilcvan.

Peramiran Deerah ini menenlubkan proses penyusunan APHL,
dimulai dari pcmbuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan
pembuatan REKA SKPD clch masing-masing SKPD. REA SKPD ini
kemudian dijadikan dasar untuk membual Hancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupsll  lenlang
Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan Rancangan Persluran
Bupali vang telah disusun olch Bupati kemadian diajukan kepada
DFRD untuk dibahaz schingga torcapai kescpakatan bersama.
Rancangan Peraluran Daerah dan Raneangan Peraturan Bupatb
tersebut Kemudian digjukan kepada Gubernur sebagai walkdl
Pemmenntah Pusat pguna dievaluasi, Hasil cwvaluasi  vang
menyatakan Rancengan Peratursn Dacrah doan  Bancangan
Peraturan Bupati sudah  sesual dengan dokumen yang
mendukung, dijadikan dasar oleh Bupeti uniuk menectapkan
Rancangan Persluran Dacrab menjadi Peraturan Daerah tentang
AFPBD dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBI.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format
EKA, namun dalam proscz pembahasan anggaran yang terjadi
selarma mi di Pemerntahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang
vang dikeluarkan dibandingksan Kcluaran [outpuf) dan Hasil
(outcome) vang akan dicapsi. Sebagaimana telah dijelaskan dialas
bahwa penganggaran pendekatsn  Kinerja lebih fokus pada
Keluaran (muput) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. Hal ini terjadi
akibat kursngnya informasi tentang Kelusran [outpuf) dan Hasil
foutcome] dalam dokumen penganggaran vahg ada. Olch karena
itu, Peraturan Daergh ini menyempurnakan pengaturan mengenai
dokumen penganggaran, yvaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap
dokumen pengunggaran vang diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pengangguran berbasis Kinerja serta mewijudkan
sinkronisasi antara perencanaan dan pengenggsran yvans selama
1 masth belum tercapai.




b. Pelaksangan dan Penataussahaan

Proses pelaksanasn dan penatausahaan dalam praktiknya juga
harus memperhitungkan Kinerja vang sudah dilelapkan dalam
APBD. Proses ini hams scjalan dengan indikalor Kinega yang
gudah disepakati dalam dokuymen APED. Dengan  desniloiasn,
angearan vang direncanakan bisa sejglan sebhagaimana mestinya
dan jumlah  hkesalahan delam  proses pelaksanaan  dan
penatausahaan bisa diminimalisir.

FPeraturan Dacrah ind jugs memperiegas fangsi verifikasl dalam
SKEPD, sehingga pelimpshan kewenangan penerbitan 3PM kepada
SKPD atau Unit SEPD yvang merupakan wigud dan pelimpahan
tanggung jawab pelaksanasn angesran belanja dapat sesuai
dengan tujuan awal yailu penyederhanaan proses pembayaran di
BKFPKD.

Peraturan Daerah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang
bendahara scbagal pemegang kas dan juru bayar yang sebagian
fungsinva banvak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis
Keginian (PPTE). Pemisahan tugas antara pihak vang melakuksan
otorisasi, pithak vang menyimpan uang, dan pihak vang melakukan
pencatatan juga menjadi lokus Peraturan Daerab inl. Pemisahan
ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan sclama
Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal
Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan
koordinasi antar berbagai pihak dalam penyuasunan laporan
kcuangan  berbasiz aloual.  Dokumen pelaksanaan dan
penalzusehean jugs herus mengalic sehingga bisa mendukung
pencatatan berbasis akmaal. Basis akraal i merupakan hasis
yvang baru uniuk Pemeriniah Daerah sehinggs dukungan dan kernja
sama dari berbagai phak di Pemerimahan Daerah diperlukan
untuk menciplakan kesuksesan penerapan basia akuntas akrual.

o, Pertangpungjawaban Keusangan Dacrah

FPertangpungjawaban Keuangan Daerah diwwjudkan dalam bentuk
laporsn keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wiijud
dari penguatan tromsparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan
perianggungiawaban Kevangan Daeraly, selidaknye ada 7 (Luejuh)
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah
yaily, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional,
laporan perubahan salde angparan lebih, lsporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Peniambahan jumlah lapeoran keuangan vang herus dibuat oleh
Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan
alumtansi berbasis akrual, Pemberlakuan akuntansi berbasis
akrual ini meripakan tantangan lersendirl bagl sctiap Pemerintah
Dacrah karena akan ada banyak hal yang dipersispkan oleh
Perneninitah Dacrah salah satunya vaitu sumber dayva manusia.




Sclain . berbentuk  laporan keuangan,  pertanggungiawaban
Keuangan Daerah jugs herupa laporan realisasi Kinerja, Mclabai
laporan ini, masyarakal hisa melihat sejauh mana  Kinega
Pemerintah Daerahnva, Sclain itu, laporan ini jugs scbagai alat
untuk menjagn sinkronisasi dari proses perencdansan  hinega
pertanggungjawaban vang dilalukan Pemerintah Doerah, Melalai
laporan ini Pernerintah Dacrah bisa melihal hal yang haris
diperhaiki  untuk kepentingan proscs penganggaran  dan
perencanaan di tahun berikuinye.

Sclanutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaun, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungiawaban Kewangan Daerah vang
diatir dalam Peraturan Dacrah  ind, Pemerintah  Daersh
diharapkan mampu menciptaken sistem Fongelolaan Keuangan
Daerah yang sesual dengan keadaan dan kebutithan dengan tetap
menaatl peraturan perundang-undangan vang lebih lingE scrta
meninjau sistem tersebut secara torus menerus dengan Lujusn
mewigudkan Pengelolaan Keuvangan Daerah yvang cicktif, cfisien,
dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Paszal |
Culaap jelas.

Pagal
Culkup jelas.

Pasal 3
Cukup jclas.

Pazal 4
Avat (1)
Yang dimaksud dengan "tertib’' adalah Rkeouangan
Dacrah dikelola secara fepal wakiu dan tepal guna
yang didukung dengan bukbd administrasi vang
dapat dipertangeung jawabkan,

Yang dimaksud dengan "efisien” adalsh penceapaian
Kcluaran yang inaksirr denipan maAsukaTn
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai Keluaran tertenmi,

Yang dimaksud dengan Tekonomis”  adalsh
perolchan masubkan dengan kualitas dan lmantitas

lerieniu pada tinglkat harga vang tercndah.

Yang dimaksud dengan "efektif™ adalah pencapaian
Hasil Program dengan Sasaran  vang  telah
ditetapkan, waitu dengan cara membandngksn
Kelhuaran dengsan Hasil. Yang dimaksad densan




“transparan”  adalabh  prinsip  kecterbukazn  vang
rmemungkinkan masvarakat nntuk mengetahui dan
mendapatkan  akses informasi  seluas-luasnya
lentang Keuangan Dacrah.

Yang dimashksud dengan "boertangeung jawab” adalah
porwiiudan kewajilsn sescorsng alau satuan kerja
untuk mempertangpungjawabkan pengelolaan dan
pcngendalian sumber  daya dan  pelaksanaan
kebijakan yang dipercavakan kepadanva dalam
rangka pencapaian (1juan yang telah ditetaplkan.

Yang  dimaksud dengan "keadilan®  adalah
kcscombangon distribuys Hewenangan dan
pendanaannya.

Yang dimaksud dengan  "kepatutan"  adalah
tindalan aton sustu sikep vang dilakukan dengan
wajar dan proporsional. Yang dimaksud dengan
"manfaat untuk masyarakat” adalabh Kegangsn
Daerah diutamalkan untuk pemenuhan kebutuhan
rrEsyvaTakcal,

Yang dimaksud  dengan "lasl pada ketentuan
peraturan perundang-undangan” adalah
Pengelolaan Keuangan Dacrah harus scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

foyat. (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Culup jelas.
Bvar [3)
Cukup jclas.
Ayal (4
Hurmitl a
Yang dimaksud dengan "koordinator” adalah
terkait dengan peran dan (ungsi Sckretars
Dacran membantu Bupati dalam menyusun
kchyjakan dan mengkoordinasikan
penvelengearass Urasan Pemernnizshan Dacrab
termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hurul &
Cukup jelas.
Huruf ¢
Culcap jclas.
Ayal (5]
Culkup jelas.

Aval (6)




Cukup jelas.

Pasal &
Cukup jelas.

asal 7
Cukup jelas.

Pasa. 8
Avat (1)
Culkup jelas.
Ayat (2]

Hurul &
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jolas.

Huruf ¢
Cukup jclas.

Hurul d
Culup jelas.

Huruf ¢
Eewenangan pemungulan  pajak  dacrah
dapat dipisahkan dari kewcnangan SKPED
scsual dempan ketentuan  perataran
perundang-undangan.

Hurul
Cukup jelas.

Hural g
Cubkup jelas,

Hurul h
Cukup jclas.

Hurutf 1
Culaup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Pasal @
Avat (1)
Cukup jelas,
Avat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.

Hurul

Culoup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurud

Cukup jclas.




Avat [4)

Pasal 10O

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukmup jelas.
Huruf i
Yang

Pecmerintah
Hurul
Cukup j€las.

Humf k
Culup jclas.

Cukup jelas.

Culup jclas.

Pasal 11
Ayat 1)

Hurufl a

Culcup jelas.
Hurul b

Cultup jelas.
Huruf ¢

Cukuyp jelas.
Huruf

Culktup jelas.
Huraf ¢

Culoup jolas.
Hurwl |

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Culoup jelas.
Huraf 1

dimaksud
Pemberian  Pinjaman
Dacrah”
eksekusi Pomberian Pinjaman Deerah buksn
kebijakan Pemberian Pinjaman Naerah.

'melakzanakan

Yung dimaksud dengan "mengelola Litang
dan Futang Daecrah vang  mengjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya’
adalah sebagai akibat vang ditimbulkan
dari pelaksanaan DPA Sk

Hurul j

Cukup jelas.

Hurul k

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Hurad m

Culoap jelas.




Avat (2]

Pasz]l 12
Avat (1]
Avat (2]
Aval (3)
Avat [4]

Awat 5]

Pagal 13
Avat (1)

Avat (2]

Avat [3)

Fasal 14

Hurufn
Culoup jelas.

Cukup jelas,

Yang dimaksud dengan "Umt SKPDY termasuk umt
pelaksana teknis daerah.

iy .':.-HP -.'.n.ll-_'J.h

Ranadrbd Ld RRA0dnT

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Culup jelas.

Yang dimalcand dengan "FA/KPA dalam
melalsanaltan Kepiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD =elaku PPTK" adalah PA/EPA
menctapkan PPTE melalui usulan atasan langaung
pejabal yang bersangkulan.

Yang dimaksud dengan "membaniu mgas" adalah

tugas vang ditentultan oleh PA/SKPA dalam rangks

melaksanakan  tindakan vang mengalibatlkan

pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang

melaltsanalan angearan SKPD vang dipimpinnva,

vaitn:

a.mengendalikan palaksataan Kegiatan;

b melaporkan perkembangan pelalisanaan
Kegiatan;

¢, menyiapkan doltumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas Beban pengeluaran pelakssnaan
Kematan; dan

c. melaksanakan kegialan pengadasan barangfjasa
BUEUA] dengan ketentuan peraturan
perundangundangan vang mengatur pengadaan
barang/jasa.

Cukup jelas.

Cz_ﬂtli}_; _;i.".]t-'J:H.

Pazal 16

Cukup jclas.

Cukup jelas.




Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pas=al 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jclas,

Pasal 24
Axvat (1)

Culmp joclas.

Aval (2)

Culup jelas

Ayat (3}

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi” adalah
anggaran duerah menyad dasar untuk
mclaksanakan pendapatsn dan belanja padsa tahun
berkenaan.  Yang dimaksud  dengan  "fungsi
perencanaan”’ adualah  anggaran dasrab menjadi
pedoman bagl mangjemen dalam merencanakan
Kegiatan pads labun berkenasn, Yang dimaksud
dengan  "fungsi pengawasan”  adalah  anggaran
daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah
Kegiatan penyelenggaraan Pemerintaban Daerah
sesusi dengan ketentuan yang telah ditetepkarn.

Yung dimaksud dengen "fungsi alokasi® adalab
anggaran  daerah  harus  diarabkan unfk

menciptakan lapangan kerjo/ mengurangl
pengangguran dan pembuorosan sumber dava serta
meningkatkan — ehsiensi dan cfckliviias
perckonomian.

Yang dimaksud dengan "fungsi distobusi® adalab
kebijakan anggaran deerah haruas metnperhabkan
rasa keadilan dan kepanatan.

Yunp dimaksud dengan "fungsi stabilisasi’ adaluh
anpgoaran Pemernteh Daerah menjadi alat uniuk
memeclihars dan mengupayakan keseitmbangan
fundamental perekonomian Daerah.




Avat (4]
Masal 25
Ayat 1)
Ayat (2]
Ayat [
Avat (4]
Avat (5]
Avat (6]

Avat [7)

Pasal 26

Cukup jelas.

Culoup joluas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culup jelas.
Culoup jolas.
Culup jelas.
Yang dimaksud dengan "disnggarkan secara bruto”
adalsh  jumlah  Pendapaten  Daerah  yang
dianggarkan Hdsk boleh dilorapg dengan belanja
yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/ atau dikurang dengan

bagian Pemecrintah Pusat/ Daerah lain dalam
rangka bagi hasil.

Cukup jelas

Pasaal 27

Cukup jclas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Avat (1)

Avat (2)

Avat (3)

Pasal 30

Yang dimaksud denpan “ckuitas” adalah selisih
aniara aset lancar dengan kewajiban jangks
pendek,

Cubnip jelas.

Cukuyp jelas.

Cukup jclas.

Pasal 31

Culeurp jelas.

Pasal 32

Cukoup jelas.

Puasal 33

Culup jelas.




Paszal 4

Culaup jclas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Culop jclas.
Pasal 37
Avat (1)
Cukup jclas.
Ayat (2]
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan
bangunuan® adalah pajak vang dikenakan
atas bumi dan/swu bangunan  yang
dimiliki, dikuassi, dan/fateu dimanfaatkan
i kawasan vang digunakan untuk
kegiatan ussha, anfara lain perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan sesuai
dengan kctenlusn perataran perundang-
undangan.
Huruf b
Culmp jolas,
Humaf ¢
Cukup jelas,
Axat [3)
Culkup jolas
Pasal 38
Culup jelas.
Pasal 349
Cukup jelas.
Pasal 40
Culiup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42 _ _ _
Pendapatann  bagi  hasil merupakan bagi hasil  pajak

kendaraan bermolor yang dibagikan oleh Dacrah provinsi
kepada Daerah kabupaten/Kabupaten di wilayahnya.

Pasal 43
Cukup jelas.

Paszal 44
Hurul a




Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang,
dan/atau jasa, termasuk tensga ahli dan pelatihan
yeng tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b
Cukup jelas.

Humf ¢

Culup jelas.

Pasal 45
Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejonis yang
tidale mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu,
dan tidak mempunyai konsckuensl pengeluaran atsl
sengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi
serta tidak menyvebabkan ckonomi biaya tinggi.

Pusal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Avat (1)
Yang dimaksud dengan “alokasi belonja" scsuai
dengan kelentuan peraturan perundang-unduangan
antara lain besaran alokasi belama untuk fungsi
pendidilan, Anggaran keseharan, daTi
inafrastrnalctur,

Avat [2)
Cukup jelas.

Pasal 49

Avat (1)
Cukup jelas.

Avat [2)
Cukup jelas.

Avart [3)
Yang dimaksud dengan ‘standar harga satuan
regional" adalah harga satusn barang dan jasa yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan tnghkat
kemahalan  regionsl, Penetapan harga saluan
regional dilakuksn Jdengan memperhatiban lnglkat
kemahalan regional vang berlaku disuatu Daerah,

Avat (4]
Siandar hargs satuan pada masing-masing dacrah
dapat mempcrhatiken tingkat kemahalan yang
berlaku di suatu daeral

Ayat (3]
Culkup jelas.

Aval (6)
Cukup jelas.

Prazal DO
Cukup jclas,



Pasal &1
Culoap jelas.

Fasal 52
Cukup jelas.

Pasal 33
Avat [1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf &
Yang dimaksud dengan “belanja modal”
antara lain berupa belanja modal tanah,
belanja modal peralatan dan mesin, belanja
modal gedung dan  bangunan, belanja
maodal jalan, irigasi dan jaringan, dan asct
tetap lainnya.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurut d
Culoup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayar (3)

Cukup jelas.
Movat {71

Cukup jelas.
Avat (5)

Cukup jclas.

Pusal 54
Ayat (1)
Hurual a
Yong dimaksud dengan "belanja pogawai
antara lain herupa gaji dan manjangan, tambahan
penghasilan Pegawal ASN, belanja penerimaan
lainmya pimpinan  dan  anggota  DPRD serta
Bupali/wakil Bupati, insentif pemungutan pajak
daersh dan reiribusi daerah, dan honoranum.
Maraf b
Cukup jelas
Hurmaf ¢
Cukup jclas
Huruf d
Culmap jclas
Huruf ¢
Cukp jolas
Huruf §
Cukup jelas
Avat (2]
Cukup jefas.




Ayat (3]
Avat (4]
Pasal 55

Avat (1)

Axal (2}

Avat [3)

Pasal 56
Avat (1]

Ayat {2)

Ayat (3)

rﬂ!L_"."H 5 I:"1' :I

Cukup jelas.

Culkup jelas.

Cuboup jelas,

Yung dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalab
profesi bagl pogawal negerl sipil dan pegawod
pemerintah dengan perjanjian kerja yang hekerja
pada instansi pemcrintah.

Culoup jelas.

Persetujuan DPRD dilalulkan bersamaan dengan
pembahasan KUA.

Tambahan  penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada Pepawali ASN  vang dibebari
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilm
melampaui beban kerja normal.

Tambahan  penghasilan  berdasarkan  tempat
bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang
dalom melaksanakan tugasnya berada di Tlaerah
memiliki  tingkat kesulitan  tngsi dsn Daerah
terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkon kondisi kerja
diberikan kepada Pegawm ASN  vang dalam
melaksanalkan tugasnya berada pada bmgkungan
kerja yang memilild resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan
profesi diberikan kepada Peogawai ASN yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus

dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
diberikan kepada Pepawal ASN yang memilid
presiasi kerja yang linggi dan/ atau inovasi.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
ohjektil lainnyu diberikan kepada D'cgawai ABN
sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangai,

Cukup jelas.

Culup jelas.



PPasal 37
Avat (1)

Ayart (2

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa’
anlara lain berupa belanja barang pekai habis,
bahan/ material, jesa kantor, jasa asuransi,
perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandasn, sewa rumah/  gedung/
pudans/ parkir, sews sarana mobilitas, sewa alat
birral, sewa perlengkapan dan peralalan kantor,
makanan dan  minuman, pakaian dinas dan
alnibutnya, pakaian kerja, pakajan khusus dan
hari-hari tertentu, pegalanan dines, perjalanan
dinas pindah tugas, pemulangan  pegawai,
pemeliharaan, jasa konsulbansi, Jrnukelersediaan
pelayanan  (ovwilabdity  payment), lain  lain
pengadaan barang/ jasa, belanja lainnya yung
scjenis, belanja boarang dan/  atau jass  yang
diserahkan kcpada masvarakal/pihak ketiga,
helanja barang danfalau juse vang dijual kepada
masyarakat atan pihal kebiga, belanja beasiswa
pendidikan  PNS, belanja  kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja
pemberian  uang  yang  diberikan  kepada  pihak
kebga/ masyarakat,

Yang dimaksud dengan "barang/ jasa yang akan
dizerahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihal
ketiga' adalah barang/jasa yang terkaal dengan
pencapaian  Sasaran  prioritas Dacrah  yang
tercantum dalam RRIMD.

Culup jclas.

Yang dimaksud dengan ‘belanja inga" antara lain berupa

belanja

obligasi.

Prsal G

bunga utang pinjaman dan belarmya bunga ulang

Culup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Avat {2)

Femberian hibah didasarkon atas usulan tertulis
yang disampaikan kepada Bupali. Pemberian hibah
juga berupa pemberian bantuan keuvangan kepada
partai peolitik yang mendapatkan kursi di DPRD
Kabupaten Tndragiri Hulu sesusi dengan ketentuan
prraluran perundang-undangsn,

Cukup jclas.




Avat (3)
Cukup jelas.

Pagal 61
Cukup jelas.
Panal 62
Avat (1)
Yang dimaksud dengan "belanja modal’ antara lam
beripa  belanja modal  tansh, belanja  modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
hangunan, belanja modal jalan, irgasi dan
jaringan, dan sset tetap lanoya,
Ayal [2)
Culmup jolas.
Avat ()
Cukup jelas.
Avat [4)
Culkup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal &4
Cukup jclas.
Pasal 65
Avrat (1]
Yane dimaksud dengan "mijuan tertentu lainnya’
adalash dalamm rangka memberikan manfaat bag
pemberi dan/ atau penerima bantuan keuangsn.,
Avat (2}
Cukup jclas.
Avat (3]
Culoap jelas.
Aval (4]
Culoap jolas,
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayval (6)
Cukuap jelas.
Avat [7)
Cukup jelas.
Pasal 66
Aval (1)
Keperluan mendesale sesusi dengan karakteristik
masing masing Pemerintah Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tabun
2003 tentang Keuangan Negars.
Ayat (2]

Culup jelas.




Avat [J)
Cukup jelas.
Pasal 67
Culoup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal &9
Cukup jolas.

Pasal 70
Culoup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cultup jclas.

Awat (2) _
Yang dimaksud dengan "bukiti penerimaan” scperb
dokumen Ielang, akia jusl beli, nota kredit, dan
dokumen scjenis lainnya.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Culkup jelas.

Pasal 74
Culcup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 7o
Culup jelas.

Pasal 77
Culmup jelas.

Pasal 78

Culboap jelas,
Pazal 74

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.



Pagal 81

fovat (1)
Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah
selisib lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Dracrah, Yane dirmaksud  dengso "defisit APBD"
adalah eclisih kurang sntara Pendapatan Daerah
dan Belanja Dacrah,

Avat [2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Praal 82

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok
utang vang jatuh tcmpo’ adalah pembayaran pokol
utang vang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengehuaran pembisyasn sesual denpan perjanjian.,

Hurul b
Culoap jelas.

Hurui c

Culkup jeias.
Huruf d

Culkap jelas.
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 53
Culrup jelas.

Pasal &4
Culup jelas.

Pasal 83
Culoup jelas.

FPasal Ry
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Cuknap jelas.
It b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Culup jclas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huraf e
Cubup jelas,
Huraf f
Strategi pencapaian  memusl langkah
konkret dalam mencapai target



Ayal (3]
Cukup jelas.

Pasal 87
Culkap jelas.

Pasal 88
Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD
berdasarkan REA SKPD vang disusun dengan mengacd
pads REPD, rancangan KLUA, dan rancangan PPAS yang
disu=un oleh Bupati.

Pasal 89
Avat 1]
Cukup jelas.
Avat (2]
Hurut a
Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada
Program yang fercantum dalam RPIMD.
Hurul b
Yang dimaksud dengan "pekerjasn atas
pelaksenaan Eepgiatan yang menurul
sifutnya  harus tctap berlangsung pada
pergantian tahun anggaran' antara lain
penanaman  benik/  bibit, penghijauan,
pelayanan penntis laat/ udara, malianan
dan obat di rumah sakit, pelavanan
petnbuangan sampeh, dan pengadasn jasa
pelayanan kebersiban (cleaning servios).
Avat (3)
Cukup jclas.
Ayal (4]
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avar (6]
Cukup jolas.
Pasal 90
Ayal (1)
Untuk kesinambungsn penyusunan REA SKPT,
kepala  SEPD  mengevaluasi  hasil  pelaksenean
Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun snggaran
sebelumnya  sampai dengan  semcsler  pertama
tahun snggaran begalan.
Avat {2)
Cukup jelas.
Byat (3)
Culkup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.




Pasal 92

Avat (1)
Penyusunan RKA SKPD  dengan pendckatan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menmengah dilakikan
secara berlahap discsuaikan dengan kebutuhan,

Avat (@)
Cukup jelas.

Aval (3]
Cukup jelas.

Ayl (4]
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Culoup jelas.

Paszal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Culoup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pazal 98
Culup jeias.

Pasal 99

Ayt (1)
Rencangan Perda tentang APBD memuat informasi
Kinerja berdasarkan Sasuran capaian Kinerja dan
indikator Kinerja masing-masing Program dan
Kegiatan.

Ayal (2)
Cukup jelas.

Avat (3]
Cukup jelas.
Aval (4]
Cukup jelas.
Pasal 100
Culkp jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen
pendulang” antara lain nota keuangan, RKPD, KUA
dan PPAS.
Ayat [2)
Cukup jelas.




Pasal 102

Culcup 1elas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Paanl 10
Avat (1)
Yang dimaksud dengan "angka APBD  tahun
anggaran schelumnya”  adalah  pagu  jumlab
pengeluaran APDD vang  ditetapkan  dalam
perubaheon APRD tshun sebelumnya.
Axat (2]
vang dimaksud dengsn ‘belanja yang bersifat
mengikal” adalah belanja vang dibutuhkan secara
tetrus  mencrus dan  harus  dialokasikan  oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan  setiap bulan  dalam  tahun
anggaran berkenaan, scperti belanja pegawsi, dan
helanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan "helanja yang bersifat wajib”
adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan Pelayanan Drassent
masyarakat antara lain pendidikan, keschatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokolk pinjaman, bunga
pinjaman vang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesual  dengan  kelentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukaap jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pragal 106
Culkup jelas.
Pasal 107
Culmup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasgal 109
Cukup jelas,
Pasal 110

Culoap jelas.



Pacal 111

Avat (1)
Cukup jelas.

Avat (2]
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang
tidak dilskukan melalui Rekening Kas Umnam
Dacrah, antara lain sumber penerimaan yang
berasal dar Pembiayvaan pinmjaman dan/ataa hibah
luar negeri tidak harus dilakukan melahal Rekening
Kus Umum Dacrah namun tetap harus dibukukan
dalam Rekening Kas Urmum Dacrah.

Pasal 11.2
Cukup jclas.
[Mms=al 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Avat (1)
Culup jelas.
Avat (2]
Yang dimaksud dengan ‘dokumen lain  yang
dipers=makan dengan SPD” antars lein keputusan
tentung pengangkaran pegawal.
Ayat (3)
Cukup jclas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Ayat (1]
Yanp dimaksud dengan "bank urmum yamg sehat’
adalah bank umum di Indonesia yang aman; schat
sestal dengan ketemluan peraturan  perundang-
undangan yang mengalur mengenai perbankan.
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Pasal LIS
Culkap jelas.
Pasal 119
Cukup jclas.
Pasal 120
Culoup jelas.

Tesal 121
Cukup jelas,




Pasal 1272

Ayal (1)
Yang dimaksud dengon "mendepositokan” adalah
penempatan deposito dilakukan pada bank umum
di Indonesia yang =man/sehat sesuai dengan
keieniuan  peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenal  perbankan  dan tdak
melarmpaui tahun anpgaran berkenaan.
Avat (2]
Culp jelas.
Pasal 123
Ayal (1)
Cukuyp jelas.
Ayar (2] _
Rencana pencrimaan dana hanya diberlakukan bagi
SKPD vang memiliki tugas dan fungsi pendapatan.
Aval (3}
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Culaup jelas
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 1256

Cukup jelas.

Pazal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

{Cukp jelas.

Pasal 131
Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daecrah yang
sifatnva berulang’ adalah pencrimaan yang sctisp
tahun rutin dianggarkan, seperti pendapalan pajalk,
pendapslan retribusi, dan lainoya,

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Dacrah yang
sifatnya lidak bLerulang” adalah pencnmasn yang
tidalk setiap tahun diangparkan, seperti pendapatan
tuntutan  ganti  Tugi, pendapatan  penjualan
kekayvaan dacrah yang dipisahkan, dan lainnya,




Avat [3)
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jclas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Culup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Culoup jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas,

Pasal 138

Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayar (1)
Cukcup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurul a
Culoap jelas,
Huruf b
Yang dimaksnd dengan
porribaayaran” adalsh
membagyarkan dan PAS KPA
Huraf ¢
Cukup jelas.
Huraf
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Prsul 141
Cukup jelas.
Pasal 142

Cukup jelas.

"prerintaly
peTir ke




Pasal 143
Cukup jelas.

Pazal 144
Culmap jelas.

Paszal 145
Cukup jelas.

’asal 146
Culup jelas.

Pasel 147
Cukup jelas,

Pasgl 148
Culmap iclas.

Pasal 144
Cukup jelas,

Masal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Avat (1) _
Vang dimaksud dengan "prognosis’ adalah prakiraan
danpenjclasannya yang akandircalisir dalam & (enamy)
bulan beributnva herdasarkan realisasl.
Ayat (2]
Culoap jelas.

Pasal 152
Culkoup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 124
Culap jelas.

Pasal 155
Culkup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas,

Pasal 157
Cukup jelas,

Pasal 158
Avat (1)
Culkup jelas.




Ayat (2)
Yang dimsksud dengan Tlebih besar dari 50% (lima
pulub perseratus)’ adalah bailas persenlase minimal
selisih [pap) kenaikan antara pendapatan dan belanja
dalam APDD.

Avat (3)
Cultup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pagal 160
Cukup jclas,

Pazal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jolas,

Pasal 164
Cukup jelas,

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 166
Culcup jelas.

Pasal 167
Culcup iclas,

Pasal 168
Yang ilimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung’
antara lain nola keuangsn, perubahan RKPD, dan perubahan
KUA dan PPAS.

Pasal 1592
Cukup jelas,

Pasal 170
Culkoup jelas.

Fasgal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.




Pasal 174
Cukup jclas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Culoap jelas.

Pasal 177
Culkup jelas.

Pasal 178
Ayal (1)

Curlouys julas

Avart (2]

Hurf a
Yang

dimalozud "laporan  realicasi

angparan’ adalsh laporan vang menpggambarkan
perbandingsan HATILATH HTIEEHTATL dengsan
realisaginya dalam [ [(sati] petiode  pelaporan
seaual siruktur APED vang diklasifikasikan ko
dalam kelompok, jenis, obyvek dan nncian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan,

Huruf b

Catleup jelas,

Huruf ¢

Cukup jolas,

Hurul d

Culkup jelas.

Hurufl e

Culoup jelas.

[Turul {

Cukup jelas.

Huruf g

Avut (3)

Culmup jelas.

Cukup jclas.

[*asal 179
Culap jelas.

Pazal 180
Cukup jelas.

Puasal 181
Cukup jelas.

Fazal |R2
Culmap jelas.




Pasal 183
Culkup jelas.

‘asal 184
Culoup jelas,

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Culup jelas.

Fasal 184
Tnvestasi dilakukan sepanjang memberl manfaat bagl
peningkatan pendapatan dacrah, peninglatan kesejahteraan
masyarakat, peninglkatan pelayanan masyarakat, dan,/ atau
tidak menggangeu likuiditas keuangan daerah scsus dengan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 1849
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 1921
Cukup jelas.

Pasal 192

Hurufl &
Yang dimaksud dengan "penyediaan bamng_d:ul arau
jasalaysnan umum’ antara lain rumah sakil :]:-_-Le-:'nh,
penvelenggaraan pendidikan, pelayanan  lisensi dan
dolumen, penyelenggaraan jasa penviaran publik, dan
pelayanan jesa penclitian dan pengujiun.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana khusus untuk
meningkatkan ckonomi  dan/atau layanan  kepada
masvarakas' aniara lain duna bergulir, usaha mikro,
kecil, menengah, dan tabungan perumahan.

Huruf ¢
Culkup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.




Pasal 196
Cukup jelas,

Pasal 197
Culoup jelas.

Pasal 198
Cuakup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cogleup _iE.'h‘:E:.

Pazal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jclas.

Pasal 204
Culup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

[Pasal 207
Cukup jelas.
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